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KATA PENGANTAR  

 

 

Assalamu`alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, 

rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Agama 

Tual Tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan target dan petunjuk surat Sekretaris 

Mahkamah Agung RI, Nomor : 525-1/SEK/KU.01/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 

tentang Penyusunan Laporan Tahunan 2015. 

Adapun substansi Laporan Tahunan ini merupakan pemaparan uraian hasil kinerja 

yang ditempuh selama satu tahun pada tahun 2015 yang berpedoman pada Program Kerja 

Pengadilan Agama Tual tahun 2015 yang terurai berdasarkan pembagian program kerja di 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang disusun pada akhir tahun 2014 lalu . 

Laporan Tahunan ini disusun atas kerja sama Tim Penyusun Laporan Tahunan 

terdiri  dari berbagai unsur, antara lain Hakim Pengawas Bidang, Pejabat Kepaniteraan dan 

Pejabat Kesekretariatan, serta dibantu oleh staf pelaksana Pengadilan Agama Tual. 

Patut disadari bahwa Laporan Tahunan ini belum mencapai kesempurnaan yang 

mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan yang bersifat substansial maupun non 

substansial. Meskipun demikian, penghargaan yang sebesar-besarnya sudah semestinya 

diberikan kepada semua unsur dan pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan 

hingga terselesaikannya Laporan Tahunan 2015 ini dengan tanpa kendala apapun. 

Dengan terselesaikannya Laporan Tahunan 2015 ini, maka beriring harapan yang 

sebesar-besarnya, semoga laporan tahunan ini menjadi bahan informasi, evaluasi dan acuan 

untuk meningkatkan kinerja pada Pengadilan Agama Tual kedepannya sekaligus sebagai 

bahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam menyusun Laporan Tahunan 2015. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Langgur,  31 Desember 2015 

Ketua Pengadilan Agama Tual   

 

 

 

Drs. Muh. Mukrim, MH. 
NIP. 19661231 199403 1 054 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Kebijakan Umum Peradilan  

Reformasi Birokrasi yang terus bergerak maju kearah yang lebih baik menuntut 

lembaga peradilan untuk terus berupaya membenahi berbagai aspek dalam pengelolaan 

organisasi terutama yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi peradilan. 

Seiring dengan gerak reformasi birokrasi Pengadilan Agama Tual sebagai 

bagian integral dari Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu pilot project  

reformasi birokrasi nasional di Indonesia, tentunya terus berupaya untuk meningkatkan 

kualitas SDM sebagai bentuk komitmen dari upaya reformasi dan pembenahan 

berbagai aspek dalam pengelolan organisasi terutama yang berkaitan dengan tugas 

pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tual dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat pencari keadilan. 

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Indonesia yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan penegakan hukum dan 

keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang 

beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

tahun 2009. 

Pengadilan Agama Tual Kelas II merupakan salah satu pengadilan tingkat 

pertama yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang 

telah berusaha dan merealisasikan program-program guna membangun peradilan yang 

mandiri dan independen seiring dengan pembangunan bidang hukum dan reformasi 

hukum di Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peningkatan kinerja dan 

pemenuhan kebutuhan bagi pencari keadilan dalam wilayah hukumnya.  

Yurisdiksi Pengadilan Agama Tual  terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 

(satu) kota sebagai wilayah hukumnya dan mengingat kondisi wilayah hukum 

Pengadilan Agama Tual yang cukup luas dan sulit terjangkau, maka perlu ada 

perhatian khusus agar penegakan hukum bisa berjalan sesuai dengan asas sederhana,  

cepat dan biaya ringan serta tercapainya agenda terciptanya badan peradilan yang 

agung, yaitu asas keterjangkauan pelayanan publik.     
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Disamping itu juga Pengadilan Agama Tual mempunyai tugas dan fungsi yang 

jelas antara lain :  

1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tual 

Tugas Pokok Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

tertentu di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan antara orang-orang yang 

beragama Islam. 

 
2. Fungsi Pengadilan Agama Tual  

Pengadilan Agama Tual yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Agama Ambon mempunyai fungsi :  

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan perkara 

tingkat pertama, penyitaan dan eksekusi; 

b. Mengadakan sidang keliling sebagai upaya pemecahan masalah dan pelayanan 

publik yang berkeadilan; 

c. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan 

peninjauan kembali, termasuk penanganan perkara prodeo (justice for the poor); 

d. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur, yakni 

kepegawaian, keuangan dan umum; 

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan terhadap pembagian harta 

warisan di luar sengketa; 

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

mengitsbatkan saksi rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah dan 1 

syawal. 
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3. Lingkungan Strategis Pengadilan Agama Tual  

Pengadilan Agama Tual berdasarkan wilayah hukum tahun 2012 tercatat 4 

kabupaten dan 1 (satu) kota. 

a. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Wilayah  Hukum Pengadilan Agama Tual  

Wilayah  hukum Pengadilan Agama Tual terdiri dari seluruh wilayah Kota 

Tual dan kabupaten-kabupaten yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama 

Tual, yang terdiri dari 432 pulau, wilayah kecamatan dan jumlah desa diuraikan 

dengan susunan sebagai berikut : 

(1). Wilayah Kota Tual 

Kota Tual merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Maluku 

Tenggara. Tual menjadi kota pada bulan November 2007 dan dideklarasikan 

pada bulan Februari 2008. Luas daratan Kota Tual ± 3.468 Km² dengan jumlah 

Kecamatan dan Desa sebagai berikut: 

 Kecamatan Dullah Utara  : 8 Desa 

 Kecamatan Dullah Selatan  : 2 Desa & 3 kelurahan 

 Kecamatan Tayando Tam  : 5 Desa 

 Kecamatan PP Kur   : 4 Desa 

 Kecamatan Kur Selatan  : 8 Desa 
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(2). Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara 

Kabupaten Maluku Tenggara dengan ibukota Langgur merupakan 1 

gugusan kepulauan yaitu gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan 

Kei Kecil dan Kei Besar dengan luas daratan seluruhnya ± 4.09 Km² dengan 

jumlah kecamatan setelah mengalami perubahan berdasarkan peraturan menteri 

Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor 18 tahun 2013 tentang pemekaran 

kecamatan baru di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi 11 kecamatan dengan 

uraian sebagai berikut  : 
 Kecamatan Kei Kecil   : 15 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Kecil Barat   : 10 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Kecil Timur  : 18 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan  : 10 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Manyeuw   : 9 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Besar   : 37 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Besar Utara Timur  : 30 Desa/Ohoi 

 Keamatan Kei Besar Utara Barat : 25 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Besar Selatan  : 10 Desa/Ohoi 

 Kei Besar Selatan Barat  : 13 Desa/Ohoi 

 Kecamatan hoat Sorbay  : 13 Desa/Ohoi 

 
 

(3). Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru 

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 

Maluku Tenggara pada tahun 2003. Ibukota kabupaten Kepulauan Aru adalah 

Dobo dengan luas daratannya ± 5.426,77 Km². Setelah dimekarkan, jumlah 

Kecamatan di kabupaten kepulauan Aru menjadi 6 Kecamatan masing-masing: 

 Kecamatan PP Aru    : 15 Desa 

 Kecamatan Aru Selatan   : 15 Desa 

 Kecamatan Aru Selatan Timur (Meror) : 10 Desa 

 Kecamatan Aru Selatan Utara   :   7 Desa 

 Kecamatan Aru Tengah    : 22 Desa 

 Kecamatan Aru Tengah Timur (Kojabi) : 13 Desa 

 Kecamatan Aru Tengah Selatan (Longgar) :   7 Desa 
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 Kecamatan Aru Utara    : 12 Desa 

 Kecamatan Aru Utara Timur Batuley  :   9 Desa 

 Kecamatan Sir-sir    :   9 Desa 

  

(4). Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan ibukotanya Saumlaki. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan 

Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi Maluku 

Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Luas wilayah daratan 14.584 Km² 

yang secara administratif  terbagi atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu : 

 Kecamatan Tanimbar Utara :   8 Desa 

 Kecamatan Tanimbar Selatan : 11 Desa 

 Kecamatan Molu-Maru :   5 Desa 

 Kecamatan Kormomolin : 11 Desa 

 Kecamatan Nirunmas  :   5 Desa 

 Kecamatan Selaru  :   7 Desa 

 Kecamatan Wermakatian :   9 Desa 

 Kecamatan Wertamrian :   8 Desa 

 Kecamatan Wuarlabobar :   9 Desa 

 Yaru    :   6 Desa 

 
 

(5).  Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya 

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan pemekaran dari Maluku 

Tenggara Barat (MTB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 

dengan penjelasan tentang Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten ini 

beribukotakan Tiakur dengan wilayah meliputi : 

 Kecamatan Damer   :  7   Desa 

 Kecamatan Dawelor Dawera  :  6   Desa 

 Kecamatan Kepulauan Romang :  3   Desa 

 KecamatanKisar Utara  :  3   Desa 

 Kecamatan Mdona Hiera  :  11 Desa 

 Kecamatan Moa Lakor  :  7   Desa 

 Kecamatan Pulau Lakor  :  5   Desa 
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 Kecamatan Pulau Letti Moa Lakor :  7   Desa 

 Kecamatan Pulau Masela  :  11  Desa 

 Kecamatan Pulau-pulau Babar :  9   Desa 

 Kecamatan Pulau Wetang  :  6   Desa 

 Kecamatan PP Terselatan  :  8   Desa 

 Kecamatan PP Babar Timur  :  11  Desa 

 Kecamatan Wetar   :  6   Desa 

 Kecamatan Wetar Barat  :  5   Desa 

 Kecamatan Wetar Timur  :  6   Desa 

 Kecamatan Wetar Utara  :  6   Desa 

 

B. Visi dan Misi 

1.  Visi  :  

 Terwujudnya Pengadilan Agama Tual yang Agung. 

Visi Pengadilan Agama Tual dirumuskan dengan merujuk pada Visi Mahkamah Agung 

sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah 

Agung RI. 

 

2. Misi  :  

Misi Pengadilan Agama Tual dirumuskan dalam upaya mencapai visinya yaitu  

“Mewujudkan Pengadilan Agama Tual Yang Agung”. Adapun misi Pengadilan 

Agama Tual adalah : 

a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tual; 

b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;  

c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Tual; 

d) Meningkatkan kredibiltas dan transparansi Pengadilan Agama Tual. 

 
C. Rencana Strategis (RENSTRA) 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk 

melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan. Salah 

satu unsur sistem akuntabilitas adalah penyusunan rencana strategis (Renstra). 
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Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana strategis yang disusun 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. 

Rencana strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya agar dapat 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara 

baik apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. 

Pengadilan Agama Tual sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi 

kekuasaan kehakiman (Yudikatif) dalam wilayah  hukum Kabupaten Maluku Tenggara 

dan tiga kabupaten pemekaran (Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten 

Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya) dan Kota Tual, mempunyai tugas 

pokok menerima, memeriksa, mengadili dan meyelesaikan perkara tertentu yang 

diajukan sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009. 

Tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan 

supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap 

lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Tual menandakan urgensinya 

penyusunan rencana strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita 

hukum. 

Rencana strategis Pengadilan Agama Tual ini merupakan rumusan strategis 

dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam 

wilayah hukumnya dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan 

tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat 

Kabupaten Maluku Tenggara dan sekitarnya, kondisi internal dari organisasi 

Pengadilan Agama Tual serta kondisi eksternal dari perkembangan hukum dan 

masyarakat secara nasional.  

Penyusunan rencana strategis Pengadilan Agama Tual ini tidak terlepas juga 

dari dokumen perencanaan nasional yakni Garis-Garis Besar Haluan Negara khususnya 

dalam bidang hukum dan rencana strategis Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, 

diharapkan agar rencana strategis ini terdapat keselarasan dengan program-program 

pusat di bidang hukum. 
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 BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 

 

 Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang mulai berlaku 

sejak diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2015, memberi dampak perubahan yang 

signifikan terhadap Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tual, baik di bidang 

Kepaniteraan maupun di bidang Kesekretariatan, sehingga pada tanggal 29 Desember 2015 

dilakukan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan terhadap Pejabat Struktural 

dengan mengikuti formasi jabatan yang baru, lebih detailnya dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

  
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris 
(M.Ali Hanafi Lakesmas, SH) 

Panitera 
(Drs. Ali TurkiRenhoat) 

Kelompok Fungsional 
Kepaniteraan : 

1.  Panitera Pengganti 
-Rugaya Raharusun,S.HI 
-Hasan Kerubun, BA 

2.  Jurusita 
-Sabtu Tarabubun,S.HI 

3. Jurusita Pengganti 
-Wanardi Syarif,S.HI 
- La Ode Abd. Rusmin, SH 
- Hendra Cipta, A.Md 
-Siti Halima Ohorela 
- Sirbunga Salamun 

4. Pranata Peradilan 

 Majelis Hakim: 
1. Syarifa Saimima,S.HI 
2. Adam Malik B.,S.HI 
3. Wawan Jamal, S.HI 
4. Nengah A.Nurkhalish,S.EI 
5. Olis Tuna, S.HI 

 

Ketua 
(Drs. Muh.Mukrim, MH) 

Wakil Ketua 
 
 

Garis Tanggung Jawab 

Garis Koordinasi 

Panmud 
Permohonan 
(Drs. Abd. 
Rahman 
Sopalatu)  

Panmud 
Gugatan 
(Sabtu 

Matdoan, 
S.Ag) 

 Panmud  
Hukum 
(Jupia 
Ulath, 
SH) 

Kassubag 
Perencanaan, 

Teknologi 
Informasi dan 

Pelaporan (Jafar 
Rahayaan, SE) 

Kassubag 
Kepegawaian 

dan 
ORTALA 

(Rosita Pelu, 
SH) 

Kassubag 
Umum dan 
Keuangan  

(Edy, 
S.HI) 

Kelompok Fungsional 
Kesekretariatan 
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A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Format Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Tual telah 

disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. 

Adapun SOP yang telah disusun oleh Pengadilan Agama Tual bersifat dinamis, 

sehingga masih memungkinkan terjadinya perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan 

sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Agama 

Tual. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Tual akan di paparkan 

berdasarkan pada tiap bidang tugas, yakni : 

1. Bidang Kepaniteraan; 

2. Bidang Umum; 

3. Bidang Keuangan; 

4. Bidang Kepegawaian. 
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1) Bidang Kepaniteraan 
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2) Bidang Umum 
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3) Bidang Keuangan 
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4) Bidang Kepegawaian  
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B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

  Adanya  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang berlaku mulai 

berlaku per 1 Januari 2014, Pengadilan Agama Tual telah berupaya menjalankan 

amanat regulasi tersebut dengan telah membuat Sasaran Kerja Pegawai yang 

dibebankan kepada setiap pegawai untuk membuatnya pada awal Januari 2014 yang 

lalu. Meskipun dalam implementasinya masih banyak kendala dan hambatan, 

khususnya terkait dengan pemahaman sebagian besar pegawai mengenai pola pikir 

(mindset) SKP dan DP3, yang jelas berbeda namun di anggap sama. Sehingga 

pelaksanaannya pun tak lepas dari masalah yang bersifat teknis maupun nonteknis. 

Selain itu, masalah jaringan internet pun menjadi masalah yang sangat serius, karena 

dalam pengisian SKP harus menggunakan aplikasi online SIMARI yang diakses di 

website : www.simari.mahkamahagung.go.id. 

  Dengan segala masalah teknis maupun nonteknis tersebut, pegawai 

Pengadilan Agama Tual berupaya menyusun SKP tersebut dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja PNS. Untuk lebih jelasnya lagi, penyusunan SKP Pengadilan Agama 

Tual  akan di sajikan dalam uraian berikut ini: 

1. Eselon III ( 1 SKP ) 

1.1. Ketua 
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2. Eselon IV ( 3 SKP ) 
2.1. Panitera/Sekretaris 
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2.2. Wakil Panitera 
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2.3. Wakil Sekretaris 
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3. Eselon V ( 6 SKP ) 
3.1. Panitera Muda Hukum 
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3.2. Panitera Muda Gugatan 

 
3.3. Panitera Muda Permohonan 
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3.4. Kepala Urusan Kepegawaian 
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3.5. Kepala Urusan Keuangan 
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3.6. Kepala Urusan Umum 
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4. Staf ( 8 SKP ) 
4.1. Panitera Muda Hukum 
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4.2. Urusan Kepegawaian 
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4.3. Urusan Keuangan 
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4.4. Urusan Umum 
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138 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



139 
 

5. Fungsional ( 13 SKP ) 
5.1. Hakim 
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5.2. Panitera Pengganti 
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5.3. Jurusita/Jurusita Pengganti 
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 BAB  III 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

A. Sumber Daya Manusia  

1. Profil Sumber Daya Manusia 

  Pengadilan Agama Tual pada Tahun 2015 memiliki sumber daya manusia 

dengan jumlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang terbagi dalam dua 

kelompok yakni kelompok teknis yustisial dan kelompok non teknis yustisial. 

Kelompok teknis yustisial terdiri dari 6 (enam) orang hakim, 1 (satu) orang 

Panitera, 1 (satu) orang Wakil Panitera, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 2 (dua) orang 

Panitera Pengganti, 1 (satu) orang Jurusita dan 5 (lima) orang Jurusita Pengganti 

dan 1 (satu) orang staf pelaksana. Kelompok non teknis  yustisial terdiri dari 1 

(satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 7 (tujuh) orang staf 

pelaksana.  

Pendidikan terakhir para pegawai bervariasi dari tingkat pendidikan Sekolah 

Menengah Atas sampai Strata 2 (S2). Untuk tingkat pendidikan Strata 2 (S2) 

berjumlah 1 (satu) orang, Strata 1 (S1) berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, 

Diploma III (D3) berjumlah 3 (tiga) orang, dan SMA/Sederajat berjumlah 3 (tiga) 

orang.  

  Usia para pegawai berkisar diantara  25 (dua puluh lima) tahun hingga 57 

(lima puluh tujuh) tahun dengan rincian yaitu usia 25 (dua puluh lima) tahun hingga 

30 (tiga puluh) tahun berjumlah 7 (tujuh) orang, usia 31 (tiga puluh satu) tahun 

hingga 35 (tiga puluh lima) tahun berjumlah 10 (sepuluh) orang, usia 36 (tiga puluh 

enam) tahun hingga 40 (empat puluh) tahun berjumlah 4 (empat) orang, usia 41 

(empat puluh satu) tahun hingga 45 (empat puluh lima) tahun berjumlah 2 (dua) 

orang, usia 46 (empat puluh enam) tahun hingga 50 (lima puluh) tahun berjumlah 2 

(dua) pegawai, usia 51 (lima puluh satu) tahun hingga 55 (lima puluh lima) tahun 

berjumlah 5 (lima) orang dan usia 56 (lima puluh enam) tahun hingga 60 (enam 

puluh) tahun berjumlah 1 (satu) orang. 

  Jenis kelamin pegawai Pengadilan Agama Tual terdiri dari 25 (dua puluh 

lima) pegawai laki-laki dan 6 (enam) pegawai perempuan. Dari segi golongan, 

Pegawai Pengadilan Agama Tual dengan golongan IV/b berjumlah 1 (satu) orang, 

golongan III/d berjumlah 4 (empat) orang, III/c berjumlah 4 (empat) orang, III/b 

berjumlah 12 (dua belas) orang, III/a berjumlah 4 (empat) orang, II/d berjumlah 2 

(dua) orang, II/c berjumlah 3 (tiga) orang, dan II/a berjumlah 1 (satu) orang. 
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2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

  Kebutuhan pegawai sebagai penggerak berjalannya kegiatan perkantoran di 

Pengadilan Agama Tual yang bersifat administratif maupun non administratif atau 

yang terkait dengan teknis peradilan dalam kondisi terkini sangat dibutuhkan 

adanya penambahan jumlah pegawai. Karena secara faktual, jumlah pegawai di 

Pengadilan Agama Tual hanya berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang, sehingga 

banyak pegawai yang telah merangkap pekerjaan/jabatan. Hal ini jelas 

mengakibatkan  efektivitas pelaksanaan pekerjaan kurang memuaskan. 

  Di masa depan diharapkan, Pengadilan Agama Tual mendapatkan tambahan 

pegawai secara proporsional. Hal ini karena sebelumnya, Pengadilan Agama Tual 

hanya mendapat 1 (satu) hingga 2 (dua) pegawai saja dalam 1 (satu) tahun. Padahal 

dengan melihat beban kerja saat ini yang semakin bertambah, menuntut adanya 

penambahan Sumber Daya Manusia secara proporsional dan berkualitas.  

 
Data Statistik Pengadilan Agama Tual 

Tahun 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Mutasi 

1) Mutasi Tempat Tugas  

Pada tahun 2015 pegawai Pengadilan Agama Tual ada yang 

mutasi/pindah tugas ke Pengadilan Agama lain yakni terdapat 1 (satu) pegawai 
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yang mutasi/pindah tugas ke Pengadilan Agama Watampone Wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Makasar.  

Data Mutasi Hakim / Pegawai Tahun 2015 
Pengadilan Agama Tual ke Pengadilan Agama Lain  

No NAMA/NIP Pangkat/Gol Jabatan Keterangan 

1 Jamaluddin S.,S.EI 198309232009041001 Juru Sita 
Pengganti 

Mutasi ke PA 
Watampone 

 

2) Mutasi Kepangkatan  

Sebagaimana lazimnya bahwa kenaikan pangkat dibagi dalam 2 (dua) 

periode, yakni periode April dan Oktober. Pada periode April 2015 Kenaikan 

pangkat para pegawai berjumlah 8 (delapan) orang, sedangkan pada periode 

Oktober tidak ada kenaikan pangkat pegawai, dengan rincian sebagai berikut : 

a. Kenaikan pangkat regular 8 (delapan) orang; 

b. Kenaikan pangkat pilihan tidak ada; 

c. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tidak ada.  

 
4. Promosi  

- Selama tahun 2015, ada 7 (tujuh) orang pegawai Pengadilan Agam Tual yang 

dipromosikan. Baik sebagai pejabat fungsional maupun sebagai pejabat 

structural.  Penjelasan hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

No. Nama/NIP Pangkat/Gol
. 

Jabatan 
Lama 

Jabatan  
Baru 

1 Drs. Ali Turki 
Renhoat 

Penata Tk. I 
(III/d) 

Panitera/ 
Sekretaris 

Panitera 

2 M. Ali Hanafi 
Lakesmas, SH 

Penata Muda 
Tk. I (III/b) 

Wakil 
Sekretaris 

Sekretaris 

3 Jafar Rahayaan, SE Penata Muda 
Tk. I (III/b) 

Kepala 
Urusan 
Umum 

Kepala Sub Bagian 
Perencanaan, TI dan 
Pelaporan 

4 Rosita Pelu, SH Penata Muda 
Tk. I (III/b) 

Kepala 
Urusan 
Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian, 
Organisasi dan Tata 
Laksana 

5 Edy, S.HI Penata Muda 
Tk. I (III/b) 

Kepala 
Urusan 
Keuangan  

Kepala Sub Bagian 
Umum dan 
Keuangan 

6 La Ode Abd. Rusmin, 
SH 

Penata Muda 
Tk. I (III/b) 

Staf Urusan 
Kepegawaian  

Juru Sita Pengganti  

7 Hendra Cipta, A.Md Pengatur Tk. 
I (II/d) 

Staf Urusan 
Umum/IT  

Juru Sita Pengganti  
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5. Pensiun   

Selama tahun 2015, tidak ada pegawai Pengadilan Agama Tual yang telah 

memenuhi persyaratan usia pensiun sebagaimana diatur di dalam peraturan yang 

berlaku, baik pensiun dini maupun pensiun secara penuh. 

 

B. Keadaan Perkara 

1. Rekapitulasi Keadaan Perkara 

a) Sisa Perkara 

Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 5  perkara :  

- Cerai Gugat  : 1 Perkara 

- Isbat Nikah  : 4 Perkara 

b) Jumlah Perkara Yang Diterima  

Jumlah perkara yang diterima sampai dengan Desember 2015 sebanyak 352 

perkara yang terdiri dari :  

- Cerai Talak   :    10  Perkara  

- Cerai Gugat   :    35  Perkara 

- Itsbat Nikah  :  303  Perkara 

- Penetapan Ahli Waris :      3  Perkara 

- Pengangkatan Anak :      1  Perkara 

c) Jumlah Perkara Yang Diputus 

Jumlah perkara yang diputus sebanyak 349  perkara yaitu sisa perkara 2014 

sebanyak  5 perkara dan  perkara sampai dengan Desember 2015  sebanyak 

344  perkara dengan rincian sebagai berikut :   

- Perkara cerai talak  :   8  perkara   (6 perkara dikabulkan, 1 perkara 

ditolak, 1 Perkara tidak diterima); 

- Perkara cerai gugat  : 30 perkara (20 perkara dikabulkan, 6 perkara 

dicabut, 2 perkara digugurkan, 1 Perkara tidak diterima, 1 Perkara ditolak); 

- Itsbat Nikah  : 307 perkara (perkara dikabulkan, 6 Perkara dicabut,  

14 perkara digugurkan); 

- Penetapan Ahli Waris :  3  Perkara ( 3 perkara dicabut). 

d) Sisa Perkara Tahun 2015 

Sisa perkara sampai bulan Desember 2015 sebanyak 8 perkara, (2 Perkara 

Cerai Talak, 6 Perkara Cerai Gugat. 

e) Perkara Sidang Keliling 
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Total anggaran sidang keliling sebesar Rp.120.000.000,- dan telah dilakukan 

sidang keliling dengan rincian sebagai berikut 

Kecamatan Pulau Pulau Kur 

Tanggal  28 -30 April 2015 

Total 39 perkara 

Permohonan  Isbat 

Nikah 

Total Anggaran 

Rp. 35.920.000,- 

Kecamatan Tayando Tam 

Tanggal 08 -11 September 

2015 

Total  56 perkara 

Permohonan Isbat Nikah 

Total Anggaran 

Rp. 35.200.000,- 

Kecamatan Pulau Pulau Aru, 

dan Kecamatan Aru Tengah 

Tanggal 28/9/2015 s.d 

6/10/2015 

Total  16 perkaran 

terdiri dari 12 perkara 

permohonan 4 perkara 

gugatan 

Total Anggaran  

Rp. 48.880.000,- 

 

f) Perkara Pelayanan Terpadu 

Pengadilan Agama Tual bekerja sama dengan Pemkot Tual (Dinas Catatan 

Sipil Kota Tual) dan Kementerian Agama Kota Tual tahun 2015 sebanyak 150 

perkara Permohonan Isbat Nikah dengan total perkara yang dikabulkan 

sebanyak 140 Perkara dan digugurkan sebanyak 10 perkara. 

 
Rekapitulasi Keadaan Perkara 

Pengadilan Agama Tual Tahun 2015 

NO. 
JENIS 

PERKARA 
NOMOR PERKARA 

 TANGGAL 
PENERIMAAN 

TANGGAL 
PUTUS 

KETERANGAN 

1 2 3 5 8 14 

SISA PERKARA TAHUN 2014 

1 22 38/Pdt.G/2014/PA. Tl 18/08/2014 14/01/2015 Verstek 

2 22 67/Pdt.G/2014/PA.Tl 05/12/2014 21/01/2015 Cabut 

PERKARA TAHUN 2015 

Perkara Gugatan 

1 9 1/Pdt.G/2015/PA.Tl 05/01/2015 25/02/2015 Verstek 

2 8 2/Pdt.G/2015/PA.Tl 07/01/2015 12/03/2015 Kabul 

3 22 3/Pdt.G/2015/PA.Tl 08/01/2015 28/01/2015 Kabul 

4 9 4/Pdt.G/2015/PA.Tl 13/01/2015 04/02/2015 Tidak Diterima 

5 9 5/Pdt.G/2015/PA.Tl 14/01/2015 26/05/2015 Digugurkan 

6 8 6/Pdt.G/2015/PA.Tl 15/01/2015 25/06/2015 Tidak Diterima 

7 9 7/Pdt.G/2015/PA.Tl 19/01/2015 12/03/2015 Verstek 

8 22 8/Pdt.G/2015/PA.Tl 23/01/2015 18/02/2015 Kabul 

9 8 9/Pdt.G/2015/PA.Tl 29/01/2015 12/03/2015 Ditolak 
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10 9 10/Pdt.G/2015/PA.Tl 05/02/2015 04/03/2015 Verstek 

11 9 11/Pdt.G/2015/PA.Tl 09/02/2015 09/04/2015 Cabut 

12 22 12/Pdt.G/2015/PA.Tl 16/02/2015 11/03/2015 Kabul 

13 9 13/Pdt.G/2015/PA.Tl 18/02/2015 02/07/2015 Verstek 

14 9 14/Pdt.G/2015/PA.Tl 24/02/2015 30/07/2015 Verstek 

15 9 15/Pdt.G/2015/PA Tl 06/03/2015 24/03/2015 Cabut 

16 9 16/Pdt.G/2015/PA Tl 18/03/2015 27/08/2015 Verstek 

17 8 17/Ptd.G/2015/PA Tl 06/03/2015 17/06/2015 Verstek 

18 22 18/Pdt.G/2015/PA Tl 26/03/2015 06/05/2015 Kabul 

19 9 19/Pdt.G/2015/PA Tl 02/04/2015 13/05/2015 Kabul 

20 22 20/Pdt.G/2015/PA Tl 02/04/2015 06/05/2015 Kabul 

21 9 21/Pdt.G/2015/PA.Tl 13/04/2015 27/08/2015 Verstek 

22 9 22/Pdt.G/2015/PA.Tl 15/04/2015 26/08/2015 Gugur 

23 9 23/Pt.G/2015/PA Tl 15/04/2015 12/05/2015 Cabut 

24 9 24/Pdt.G/2015/PA Tl 17/4/2015 30/07/2015 Verstek 

25 9 25/Pdt.G/2015/PA Tl 20/04/2015 08/07/2015 Verstek 

26 8 26/Pdt.G./2015/PA Tl 24/04/2015 03/09/2015 Verstek 

27 22 27/Pdt.G/2015/PA Tl 03/06/2015 30/07/2015 Kabul 

28 22 28/Pdt.G/2015/PA Tl 03/06/2015 01/07/2015 Kabul 

29 22 29/Pdt.G/2015/PA Tl 04/06/2015 01/07/2015 Kabul 

30 9 30/Pdt.G/2015/PA Tl 15/06/2015 06/08/2015 Verstek 

31 8 31/PdtG/2015/PA Tl 14/07/2015 17/12/2015 Verstek 

32 9 32/PdtG/2015/PA Tl 27/07/2015 10/12/2015 Verstek 

33 9 33/PdtG/2015/PA Tl 06/08/2015 17/11/2015 Verstek 

34 9 34/Pdt.G/2015/PA.Tl 06/08/2015 01/09/2015 Verstek 

35 9 35/Pdt.G/2015/PA Tl 10/08/2015 08/09/2015 Cabut 

36 9 36/Pdt.G/2015/PA Tl 19/08/2015 28/10/2015 Verstek 

37 8 37/Ptd.G/2015/PA Tl 24/08/2015 - Belum Disidang 

38 9 38/Pdt.G/2015/PA Tl 24/08/2015 02/12/2015 Verstek 

39 9 39/Pdt.G/2015/PA Tl 01/09/2015 22/09/2015 Verstek 

40 9 40/Pdt.G/2015/PA Tl 07/09/2015 22/09/2015 Cabut 

41 9 41/Pdt.G/2015/PA.Tl 15/09/2015 01/10/2015 Tolak 

42 9 42/Pdt.G/2015/PA.Tl 15/09/2015 01/10/2015 Verstek 

43 8 43/Pt.G/2015/PA Tl 15/09/2015 01/10/2015 Verstek 

44 9 44/Pdt.G/2015/PA Tl 15/09/2015 01/10/2015 Verstek 

45 9 45/Pdt.G/2015/PA Tl 07/10/2015 - Belum Disidang 

46 9 46/Pdt.G./2015/PA Tl 15/10/2015 17/12/2015 Verstek 

47 8 47/Pdt.G/2015/PA Tl 15/10/2015 11/11/2015 Verstek 

48 9 48/Pdt.G/2015/PA Tl 15/10/2015 - Belum Putus 

49 9 49/Pdt.G/2015/PA Tl 29/10/2015 - Belum Putus 

50 8 50/Pdt.G/2015/PA Tl 04/11/2015 - Belum Putus 

51 9 51/PdtG/2015/PA Tl 09/11/2015 - Belum Putus 

52 9 52/PdtG/2015/PA Tl 23/11/2015 - Belum Putus 

53 9 53/PdtG/2015/PA Tl 25/11/2015 - Belum Putus 

      SISA PERKARA TAHUN 2014 

1 22 36/Pdt.P/2014/PA. Tl 09/12/2014 22/01/2015 Kabul 

2 22 37/Pdt.P/2014/PA. Tl 09/12/2014 08/01/2015 Kabul 

3 22 38/Pdt.P/2014/PA. Tl 09/12/2014 15/01/2015 Kabul 

PERKARA TAHUN 2015  

Perkara Permohonan 
1 22 1/Pdt.P/2015/PA. Tl 08/01/2015 29/01/2015 Kabul 

2 22 2/Pdt.P/2015/PA.Tl 18/02/2015 17/03/2015 Gugur 
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3 22 3/Pdt.P/2015/PA.Tl 18/02/2015 08/04/2015 Kabul 

4 22 4/Pdt.P/2015/PA Tl 2/03/2015 24/03/2015 Digugurkan 

5 22 5/Pdt.P/2015/PA Tl 16/03/2015 14/04/2015 Kabul 

6 22 6/Pdt.P/2015/PA Tl 17/03/2015 14/04/2015 Kabul 

7 22 7/Pdt.P/2015/PA.Tl 23/03/2015 21/04/2015 Kabul 

8 22 8/Pdt.P/2015/PA Tl 23/03/2015 21/04/2015 Kabul 

9 22 9/Pdt.P/2015/PA Tl 23/03/2015 21/04/2015 Kabul 

10 22 10/Pdt.P/2015/PA.Tl 23/03/2015 21/04/2015 Dicabut 

11 22 11/Pdt.P/2015/PA.Tl 23/03/2015 21/04/2015 Kabul 

12 22 12/Pdt.P/2015/PA Tl 24/03/2015 06/05/2015 Kabul 

13 22 13/Pdt.P/2015/PA.Tl 25/03/2015 06/05/2015 Kabul 

14 22 14/Pdt.P/2015/PA.Tl 26/03/2015 06/05/2015 Kabul 

15 22 15/Pdt.P/2015/PA.Tl 01/04/2015 28/04/2015 Kabul 

16 22 16/Pd.P/2015/PA Tl 01/04/2015 06/05/2015 Kabul 

17 22 17/Pdt.P/2015/PA Tl 01/04/105 28/04/2015 Kabul 

18 22 18/Pdt.P/2015/PA Tl 01/04/2015 28/04/20215 Kabul 

19 22 19/Pdt.P/2015/PA Tl 02/04/2015 06/05/2015 Kabul 

20 22 20/Pdt.P/2015/PA Tl 02/04/2015 06/05/2015 Dicabut 

21 22 21/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 04/05/2015 Kabul 

22 22 22/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

23 22 23/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

24 22 24/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

25 22 25/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

26 22 26/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

27 22 27/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

28 22 28/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

29 22 29/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

30 22 30/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

31 22 31/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

32 22 32/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

33 22 33/PdT.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

34 22 34/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

35 22 35/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

36 22 36/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

37 22 37/Pdt.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

38 22 38/Pd.P/2015/PA Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

39 22 39/Pdt.P/2015/PA. Tl 10/04/2015 28/04/2015 Kabul 

40 22 40/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

41 22 41/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

42 22 42/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

43 22 43/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

44 22 44/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

45 22 45/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

46 22 46/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

47 22 47/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

48 22 48/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

49 22 49/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

50 22 50/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

51 22 51/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

52 22 52/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

53 22 53/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

54 22 54/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

55 22 55/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 
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56 22 56/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

57 22 57/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

58 22 58/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

59 22 59/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

60 22 60/Pdt.P/2015/PA. TL 10/04/2015 29/04/2015 Kabul 

61 22 61/Pdt.P/2015/PA. Tl 05/05/2015 04/06/2015 Kabul 

62 32 62/Pdt.P/2015/PA. Tl 05/05/2015 20/05/2015 Dicabut 

63 32 63/Pdt.P/2015/PA. Tl 05/05/2015 19/05/2015 Dicabut 

64 22 64/Pdt.P/2015/PA. Tl 12/05/2015 10/06/2015 Kabul 

65 22 65/Pdt.P/2015/PA. Tl 28/05/2015 25/06/2015 Kabul 

66 22 66/Pdt.P/2015/PA. Tl 08/07/2015 06/08/2015 Kabul 

67 22 67/Pdt.P/2015/PA Tl 29/07/2015 27/08/2015 Cabut 

68 22 68/Pdt.P/2015/PA Tl 30/07/2015 27/08/2015 Kabul 

69 32 69/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 11/08/2015 Kabul 

70 22 70/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Cabut 

71 22 71/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

72 22 72/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 10/09/2015 Kabul 

73 22 73/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 10/09/2015 Kabul 

74 22 74/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 10/09/2015 Kabul 

75 22 75/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

76 22 76/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 10/09/2015 Cabut 

77 22 77/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

78 22 78/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

79 22 79/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

80 22 80/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

81 22 81/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 10/09/2015 Gugur 

82 22 82/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

83 22 83/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 10/09/2015 Kabul 

84 22 84/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 10/09/2015 Kabul 

85 22 85/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

86 22 86/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

87 22 87/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

88 22 88/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

89 22 89/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

90 22 90/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

91 22 91/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

92 22 92/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

93 22 93/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

94 22 94/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

95 22 95/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2915 Kabul 

96 22 96/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

97 22 97/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

98 22 98/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

99 22 99/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

100 22 100/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

101 22 101/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

102 22 102/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

103 22 103/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

104 22 104/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

105 22 105/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

106 22 106/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

107 22 107/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

108 22 108/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 



156 
 

109 22 109/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

110 22 110/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

111 22 111/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

112 22 112/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

113 22 113/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

114 22 114/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

115 22 115/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

116 22 116/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

117 22 117/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

118 22 118/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

119 22 119/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

120 22 120/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

121 22 121/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

122 22 122/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

123 22 123/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

124 22 124/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Kabul 

125 22 125/Pdt.P/2015/PA Tl 03/08/2015 09/09/2015 Gugur 

126 22 126/Pdt.P/2015/PA Tl 07/08/2015 03/09/2015 Kabul 

127 22 127/Pdt.P/2015/PA Tl 12/08/2015 17/09/2015 Kabul 

128 22 128/Pdt.P/2015/PA Tl 03/09/2015 01/10/2015 Kabul 

129 22 129/Pdt.P/2015/PA Tl 09/09/2015 01/10/2015 Kabul 

130 22 130/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 02/10/2015 Kabul 

131 22 131/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 02/10/2015 Kabul 

132 22 132/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 02/10/2015 Kabul 

133 22 133/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 02/10/2015 Kabul 

134 22 134/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 02/10/2015 Kabul 

135 22 135/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 02/10/2015 Kabul 

136 22 136/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 02/10/2015 Kabul 

137 22 137/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 05/10/2015 Kabul 

138 22 138/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 05/10/2015 Kabul 

139 22 138/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 05/10/2015 Kabul 

140 22 140/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 05/10/2015 Kabul 

141 22 141/Pdt.P/2015/PA Tl 15/09/2015 02/10/2015 Kabul 

142 22 142/Pdt.P/2015/PA Tl 07/10/2015 11/11/2015 Kabul 

143 22 143/Pdt.P/2015/PA Tl 26/10/2015 26/11/2015 Kabul 

144 22 144/Pdt.P/2015/PA Tl 02/11/2015 25/11/2015 Kabul 

145 22 145/Pdt.P/2015/PA Tl 02/11/2015 25/11/2015 Kabul 

146 22 146/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

147 22 147/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

148 22 148/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

149 22 149/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

150 22 150/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

151 22 151/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

152 22 152/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

153 22 153/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

154 22 154/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

155 22 155/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

156 22 156/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

157 22 157/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

158 22 158/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

159 22 159/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

160 22 160/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

161 22 161/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 
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162 22 162/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

163 22 163/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

164 22 164/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

165 22 165/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

166 22 166/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

167 22 167/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

168 22 168/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

169 22 169/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

170 22 170/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

171 22 171/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

172 22 172/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

173 22 173/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

174 22 174/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

175 22 175/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

176 22 176/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

177 22 177/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

178 22 178/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

179 22 179/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

180 22 180/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

181 22 181/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

182 22 182/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

183 22 183/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

184 22 184/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

185 22 185/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

186 22 186/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

187 22 187/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

188 22 188/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

189 22 189/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

190 22 190/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

191 22 191/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

192 22 192/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Gugur 

193 22 193/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

194 22 194/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Gugur 

195 22 195/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

196 22 196/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

197 22 197/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

198 22 198/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

199 22 199/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

200 22 200/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

201 22 201/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

202 22 202/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

203 22 203/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

204 22 204/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

205 22 205/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

206 22 206/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

207 22 207/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

208 22 208/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

209 22 209/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

210 22 210/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

211 22 211/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

212 22 212/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

213 22 213/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

214 22 214/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 
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215 22 215/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

216 22 216/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

217 22 217/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

218 22 218/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

219 22 219/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

220 22 220/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 15/12/2015 Kabul 

221 22 221/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

222 22 222/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

223 22 223/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

224 22 224/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

225 22 225/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

226 22 226/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

227 22 227/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

228 22 228/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Gugur 

229 22 229/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

230 22 230/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

231 22 231/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

232 22 232/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

233 22 233/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

234 22 234/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

235 22 235/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

236 22 236/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

237 22 237/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

238 22 238/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

239 22 238/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

240 22 240/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Gugur 

241 22 241/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

242 22 242/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

243 22 243/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

244 22 244/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

245 22 245/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

246 22 246/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

247 22 247/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

248 22 248/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

249 22 249/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

250 22 250/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

251 22 251/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

252 22 252/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

253 22 253/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

254 22 254/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

255 22 255/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Gugur 

256 22 256/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

257 22 257/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

258 22 258/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

259 22 259/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

260 22 260/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

261 22 261/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

262 22 262/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

263 22 263/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Gugur 

264 22 264/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

265 22 265/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

266 22 266/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Gugur 

267 22 267/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 
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268 22 268/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

269 22 269/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

270 22 270/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

271 22 271/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

272 22 272/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Gugur 

273 22 273/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

274 22 274/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

275 22 275/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

276 22 276/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Gugur 

277 22 277/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

278 22 278/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

279 22 279/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

280 22 280/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

281 22 281/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

282 22 282/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

283 22 283/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

284 22 284/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

285 22 285/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

286 22 286/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

287 22 287/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

288 22 288/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Gugur 

289 22 289/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

290 22 290/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

291 22 291/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

292 22 292/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

293 22 293/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

294 22 294/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

295 22 295/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 16/12/2015 Kabul 

296 22 296/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 22/12/2015 Kabul 

297 22 297/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 17/12/2015 Kabul 

298 22 298/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 17/12/2015 Kabul 

299 22 299/Pdt.P/2015/PA Tl 17/11/2015 17/12/2015 Kabul 

 
1.1 Laporan Perkara Tentang Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2015 

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

a) Poligami tidak sehat :   Perkara 

b) Krisis akhlak  :  - Perkara 

c) Cemburu  :  - Perkara 

d) Cacat biologis :  - Perkara 

e) Kekejaman Jasmani :    -   Perkara 

f) Tidak ada tanggung jawab :  15 Perkara 

g) Gangguan pihak ketiga  :  - Perkara 

h) Tidak ada keharmonisan  :   12 Perkara  

i) Kawin paksa :  - Perkara 

j) Lain- Lain (Pindah Agama) :  1 Perkara   
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Dari uraian tersebut di atas, untuk lebih jelasnya terurai dalam tabel  berikut :  
  

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 
Pada Pengadilan Agama Tual  

Tahun 2015 
 

No Bulan 

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. JANUARI      1        1    

2. PEBRUARI      1        1    

3. MARET      2            

4. APRIL              3    

5. MEI                  

6. JUNI              1    

7. JULI      2            

8. AGUSTUS              2    

9. SEPTEMBER      4            

10. OKTOBER      2        1    

11. NOPEMBER      2        1 1   

12. DESEMBER      1        2    

 JUMLAH      15        12 1   

 

 Akta cerai yang diterbitkan selama tahun 2015 sebanyak : 

a. 28 akta cerai yang diterbitkan dan 27 akta cerai sudah diambil Pemohon; 

b. 2 akta cerai belum diambil Pemohon yakni perkara 31/Pdt.G/2014/PA.Tl dan 

14/Pdt.G/2015/Pa/Tl; 

c. 1 akta cerai telah diambil Termohon; 

d. Akta cerai yang belum diambil Termohon/Tergugat dengan rincian sebagai 

berikut : 

- 2 perkara tahun 2013 yaitu perkara nomor: 33/Pdt.G/2013./PA.TL dan 

34/Pdt.G/2013./PA.TL; 

- 16 perkara tahun 2014 yang belum diambil yaitu perkara nomor:  

 2 /Pdt.G/2014/PA.TL; 
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 4 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 6 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 7 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 9 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 13 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 14 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 15 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 24 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 27 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 28 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 31 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 36 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 38 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 41 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 42 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 62 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 65 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

- 19 perkara tahun 2015 yaitu perkara nomor:  

 1 /Pdt.G/2015/PA.TL; 

 2/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 7 /Pdt.G/2015/PA.TL; 

 13/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 16/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 17/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 21/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 24/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 25/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 26/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 30/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 32/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 33/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 34/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 36/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 38/Pdt.G/2015/PA.TL; 
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 42/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 44/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 47/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 

 Perkara Tabayun 

Perkara tabayun Masuk sebagai berikut ; 

- 42/Pdt.G/2014/PA Tl dari PA Tual ke PA Ambon 

- 11/Pdt.G/2015/PA Tl dari PA Tual ke PA Jakarta timur 

- 16/Pdt.G/2015/PA Tl, dari PA Tual ke PA Mimika 

- 17/Pdt.G/2015/PA Tl, dari PA Tual ke PA Masamba 

- 24/Pdt.G/2015/PA Tl, dari PA Tual ke PA Masohi 

- 25/Pdt.G/2015/PA Tl, dari PA Tual ke PA Blitar 

- 49/Pdt.G/2015/PA Tl, dari PA Tual Ke PA Sinjai 

Perkara tabayun keluar sebagai berikut : 

- 0377/Pdt.G/2015/PA. Lbt dari PA Limboto Ke PA Tual 

- 0800/Pdt.G/2014/PA Ska,  dari PA Surakarta ke PA Tual 

- 1557/Pdt.G/2014/PA Pw, dari PA Purwokerto ke PA Tual 

- 98/Pdt.G/2014/PA Mmk, dari PA Mimika ke PA Tual 

- 0324/Pdt.G/2014/PA Srong, dari PA Sorong ke PA Tual 

- 183/Pdt.G/2015/PA Wtp, dari PA Watampone ke PA Tual 

 

 Perkara Prodeo 

Anggran prodeo sebesar Rp.3.500.000,- dan telah Terdapat 22 Perkara prodeo 

sampai dengan bulan Desember  2015 yang rinciannya sebagai berikut ; 

- 12/Pdt.G/2015/PA Tl putus bulan maret dengan biaya perkara Rp. 156.000.- 

- 22/Pdt.P/2015/PA Tl, 23/Pdt.P/2015/PA Tl, 24/Pdt.P/2015/PA Tl, 

25/Pdt.P/2015/PA Tl, 26/Pdt.P/2015/PA Tl, 27/Pdt.P/2015/PA Tl, 

28/Pdt.P/2015/PA Tl, 29/Pdt.P/2015/PA Tl  ( 8 perkara sidang keliling KUR)  

putus bulan April dengan total biaya perkara  Rp. 1.248.000,- 

- 27/Pdt.G/2015/PA Tl putus bulan juli tahun 2015 dengan biaya perkara Rp. 

156.000,- 

- 118/Pdt.P/2015/PA Tl, 119/Pdt.P/2015/PA Tl, 120/Pdt.P/2015/PA Tl, 

121/Pdt.P/2015/PA Tl, 122/Pdt.P/2015/PA Tl, 123/Pdt.P/2015/PA Tl, 

124/Pdt.P/2015/PA Tl,  125/Pdt.P/2015/PA Tl ( 8 Perkara siding keliling 

Tayando) putus bulan September dengan biaya perkara Rp. 1.248.000,- 



163 
 

- 296/Pdt.P/2015/PA Tl, 297/Pdt.P/2015/PA Tl, 298/Pdt.P/2015/PA Tl, 

299/Pdt.P/2015/PA Tl. Dengan biaya perkara Rp. 624.000,- 

Sisa anggaran Prodeo sebesar Rp. 68.000,- 

 
1.2 Tingkat Penyelesaian Perkara  

Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Tual telah menyelesaikan sebanyak 354 

perkara dalam Jangka waktu yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

No 
Jangka Waktu 

Penyelesaian Perkara 
Banyak Perkara Keterangan 

1 1 (satu) s/d 2 (dua) Bulan 344 Perkara 
Para pihak dalam satu 

wilayah hukum. 

2 
3 (tiga) s/d 5 (lima) 

Bulan 
10 Perkara Perkara tabayun dan gaib 

3 6 (enam) Bulan - - 

       
 Minutasi 

Seluruh perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tual sudah diminutasi 

sebanyak 349  perkara dan sudah dikirim amar putusan perkara kepada KUA di 

tempat menikah para pihak dan KUA domisili para pihak serta telah diterbitkan 28 

buah Akta Cerai.  

 

1.3 Laporan Keadaan Keuangan Perkara 

Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Tual Tahun 2015 tercatat Rp. 

95.779.000,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 

dengan rincian terurai pada tabel di bawah ini :  

Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara 
Bulan Januari s.d. Desember 2015 

NO URAIAN 
JUMLAH 

PENERIMAAN PENGELUARAN 

1 Sisa Tahun 2015 Rp.           6.377.000   

2 Penerimaan Tahun 2015  Rp.         89.402.000     

3 Biaya Panggilan Rp.         41.205.000  

4 Biaya Penterjemah Rp.         -   

5 Biaya Sita Rp.         - 

6 Biaya pemeriksaan setempat Rp.         - 

7 Biaya Sumpah Rp.         - 

8 Biaya Pemberitahuan Rp.           2.449.000   
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9 Biaya Pemberkasan Rp.         -   

9 Biaya Pengiriman Perkara Rp.         -   

10 Biaya Meterai Rp.             2.094.000  

11 Biaya Pendaftaran Rp.             9.900.000  

12 Biaya Redaksi Rp.             1.635.000 

13 ATK / dll Rp.          17.600.000   

14 Pengembalian Sisa Panjar Pihak Berperkara Rp.          18.579.000   

 15 Jumlah Pengeluaran Rp.         93.462.000 

16 Saldo Rp.           2.317.000 

JUMLAH Rp.      95.779.000 Rp.      95.779.000 

 

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 

   Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor  : W24-

A3/71/HK.05/I/2015 ,  tentang Majelis Hakim , terdiri atas 3 (tiga) Majelis Hakim.  

Rata-rata Majelis Hakim berdasarkan perkara Masuk menangani 117 Perkara dan 

memutus 116 Perkara. 

 

3. Putusan Yang Diajukan Banding 

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding 

 Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan 

yang diajukan Banding. 

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding 

       Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Banding. 

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Banding. 

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi 

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk kasasi 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Kasasi. 

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk kasasi 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Kasasi. 
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c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat 

diterima Tk. Kasasi 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Kasasi. 

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk 

Kasasi 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Kasasi. 

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk 

Kasasi 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Kasasi. 

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) 

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk kasasi 

Yang dikuatkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi 

Yang dikuatkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan tidak dapat 

diterima Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. 

Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. 

Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 
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f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi 

Yang dibatalkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi 

Yang dibatalkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat 

diterima Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk 

Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk 

Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan 

Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang 

dikuatkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang 

dikuatkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan 

Tk. PK 
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Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang 

dibatalkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat 

diterima Tk. PK 

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak 

dapat diterima Tk. PK   

Selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Tual tidak ada putusan yang 

diajukan Peninjauan Kembali (PK). 

 

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

1. Sarana Dan Prasarana Gedung  

a. Pengadaan 

Pada Tahun Anggaran 2015 terdapat pengadaan Server dan UPS serta 

Pembangunan Taman dan Paving Blok Kantor Pengadilan Agama Tual. 

b. Pemeliharaan. 

Tahun Anggaran 2015 dari DIPA nomor : 005.01.2.307761/2013,  biaya 

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berjumlah Rp.21.720.000,- dengan 

perincian Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dihabiskan untuk perawatan 

gedung kantor, sedangkan perawatan rumah Negara sebesar Rp.11.720.000,-

(sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). 

c. Penghapusan 

Dalam Tahun Anggaran 2015 tidak ada kegiatan penghapusan. 

2. Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung  

a. Pengadaan 
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Dalam tahun 2015 tidak ada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas 

gedung. 

b. Pemeliharaan  

Sedangkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sebesar 

Rp.4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). 

c. Penghapusan  

Dalam tahun ini tidak ada kegiatan penghapusan. 

3. Kendaraan Dinas Roda Empat 

a. Pengadaan 

Dalam tahun 2015 tidak ada kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda empat. 

b. Pemeliharaan  

Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat pada tahun 2015 sebesar 

Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). 

c. Penghapusan  

Dalam tahun ini tidak ada kegiatan penghapusan. 

4. Kendaraan Dinas Roda Dua 

a. Pengadaan 

Dalam tahun 2015 tidak ada kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua. 

b. Pemeliharaan 

Nominal biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua sebesar 

Rp.5.004.000,- (lima juta empat ribu rupiah). 

c. Penghapusan  

Dalam tahun ini tidak ada kegiatan penghapusan. 

5. Penetapan Status Peggunaan Barang 

Pada tahun 2014 ditetapkannya status penggunaan barang milik negara pada 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan oleh Pengadilan Agama 

Tual Antara lain : 

a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 355/KMA.6/2014 

Tentang penetapan penggunaan Barang milik Negara pada Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut : 

No. Jenis Barang Kode Barang NUP Tahun 
Perolehan 

Lokasi Luas  
(m2) 

Nilai Perolehan 

(Rp) 
Dokumen 

Kepemilikan 
Kondisi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Bangunan 
Gedung 
Kantor 
Permanen 

4.01.01.01.001 4 2012 

Jl.Jend. 
Soedirman, 
Ohoijang-Langgur 

1.00

0 
6.490.867.000,00 

Surat Keterangan Kuasa 
Penggunaan Barang 
Pengadilan Agama Tual 
Nomor: W24-
A3/291.a/OT.00/V/2014 

Baik 
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b. Terdapat juga Daftar Barang Milik Negara yang disetujui untuk ditetapkan status 

penggunaannya berupa selain tanah dan/atau bangunan melalui surat Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor : 43/MK.6/WKN.17/KNL.01/2014 tanggal 13 Agustus 

2014. Dengan rincian sebagai berikut : 

No. Kode Barang NUP Jenis BMN Merk/Type/Lokasi Tahun 
Perolehan 

Nilai Buku Kondisi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 3020101003 1 

Station 

Wagon 

Toyota Kijang Inova 
Nomor Polisi : DE 279 C 
Nomor Rangka: MHFXW41G460016120 
Nomor Mesin : 1TR6230915 
Tahun Pembuatan : 2006 

2006 0 Baik 

2 3020101003 2 

Station 

Wagon 

Toyota Rush 
Nomor Polisi : DE 17 I 
Nomor Rangka: MHFE2CJ2JBK0024678 
Nomor Mesin : DCK1770 
Tahun Pembuatan : 2011 

2011 143.357.143 Baik 

3 3020104001 2 

Sepeda Motor Honda Supra X 125 
Nomor Polisi : DE 2780 C 
Nomor Rangka : MHIJB51105K313753 
Nomor Mesin : JB51E-1323096 
Tahun Pembuatan : 2005 

2005 0 Baik 

4 3020104001 3 

Sepeda Motor Honda Mega Pro 
Nomor Polisi : DE 2929 C 
Nomor Rangka : MHIKEHL116K178598 
Nomor Mesin : KEHLE-1177105 
Tahun Pembuatan : 2006 

2006 0 Baik 

5 3020104001 4 
Sepeda Motor Honda Mega Pro 

Nomor Polisi : DE 2928 C 
Nomor Rangka : MHIKEHL106K179127 

2006 0 Baik 

Tanggal 22 Mei 2014 

2 
Gedung Pos 
Jaga 
Permanen 

4.01.01.13.001 1 2013 

Jl.Jend. 
Soedirman, 
Ohoijang-Langgur 6 57.239.500,00 

Surat Keterangan Kuasa 
Penggunaan Barang 
Pengadilan Agama Tual 
Nomor: W24-
A3/293.a/OT.00/V/2014 
Tanggal 22 Mei 2014 

Baik 

3 

Rumah 
Negara 
Golongan I 
Tipe C 
Permanen 

4.01.02.01.007 1 2008 

Jl. Baldu Wahadat  
RT/RW 004/04 
Kelurahan Lodar 
El Kota Tual 
Maluku Tenggara 

100 274.075.000,00 

Surat Keterangan Kuasa 
Penggunaan Barang 
Pengadilan Agama Tual 
Nomor: W24-
A3/294.a/OT.00/V/2014 
Tanggal 22 Mei 2014 

Baik 

4 

Rumah 
Negara 
Golongan I 
Tipe C 
Permanen 

4.01.02.01.007 2 2008 

Jl. Baldu Wahadat  
RT/RW 004/04 
Kelurahan Lodar 
El Kota Tual 
Maluku Tenggara 

70 194.624.000,00 

Surat Keterangan Kuasa 
Penggunaan Barang 
Pengadilan Agama Tual 
Nomor: W24-
A3/295.a/OT.00/V/2014 
Tanggal 22 Mei 2014 

Baik 

5 

Rumah 
Negara 
Golongan I 
Tipe D 
Permanen 

4.01.02.01.010 1 2009 

Jl. Baldu Wahadat  
RT/RW 004/04 
Kelurahan Lodar 
El Kota Tual 
Maluku Tenggara 

60 203.771.000,00 

Surat Keterangan Kuasa 
Penggunaan Barang 
Pengadilan Agama Tual 
Nomor: W24-
A3/296.a/OT.00/V/2014 
Tanggal 22 Mei 2014 

Baik 

6 

Rumah 
Negara 
Golongan I 
Tipe D 
Permanen 

4.01.02.01.010 2 2009 

Jl. Baldu Wahadat  
RT/RW 004/04 
Kelurahan Lodar 
El Kota Tual 
Maluku Tenggara 

60 203.771.000,00 

Surat Keterangan Kuasa 
Penggunaan Barang 
Pengadilan Agama Tual 
Nomor: W24-
A3/296.a/OT.00/V/2014 
Tanggal 22 Mei 2014 

Baik 

7 

Rumah 
Negara 
Golongan I 
Tipe D 
Permanen 

4.01.02.01.010 3 2009 

Jl. Baldu Wahadat  
RT/RW 004/04 
Kelurahan Lodar 
El Kota Tual 
Maluku Tenggara 

60 203.771.000,00 

Surat Keterangan Kuasa 
Penggunaan Barang 
Pengadilan Agama Tual 
Nomor: W24-
A3/297.a/OT.00/V/2014 
Tanggal 22 Mei 2014 
 

Baik 

8 

Rumah 
Negara 
Golongan I 
Tipe E 
Permanen 

4.01.02.01.013 1 2002 

Jl. Baldu Wahadat  
RT/RW 004/04 
Kelurahan Lodar 
El Kota Tual 
Maluku Tenggara 

46 97.511.000,00 

Surat Keterangan Kuasa 
Penggunaan Barang 
Pengadilan Agama Tual 
Nomor: W24-
A3/298.a/OT.00/V/2014 
Tanggal 22 Mei 2014 

Baik 

TOTAL NILAI 7.725.629.500,00   
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Nomor Mesin : KEHLE-1177549 
Tahun Pembuatan : 2006 

6 3020104001 5 

Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT 
Nomor Polisi : DE 3872 I 
Nomor Rangka : MH31KP001CK011645 
Nomor Mesin : 1KP-001814 
Tahun Pembuatan : 2012 

2012 13.946.429 Baik 

JUMLAH 157.303.572,00  

 

c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 

44/MK.6/WKN.17/KNL.01/2014 Tentang penetapan status penggunaan 

Barang Milik Negara berupa tanah dan / atau bangunan pada Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut : 

No. Kode Barang NUP Jenis BMN Merk/Type/Lokasi Luas  
(m2) 

Tahun Perolehan Nilai Buku Kondisi 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) 

1 2010101001 1 

Tanah 

Bangunan 

Rumah 

Negara Gol. I 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 
Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman 
Kab/Kota : Kab. Maluku Tenggara 
Provinsi : Maluku 
Bukti Kepemilikan : SHP 17/2010 

3,500 

         2011 329.000.000 Baik 

2 2010104001 2 

Tanah 

Bangunan 

Kantor 

Pemerintah 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 
Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman 
Kab/Kota : Kab. Maluku Tenggara 
Provinsi : Maluku 
Bukti Kepemilikan : SHP 49/2010 

2,800 

2011 140.000.000 Baik 

3 2010104001 2 

Tanah 

Bangunan 

Kantor 

Pemerintah 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 
Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman 
Kab/Kota : Kab. Maluku Tenggara 
Provinsi : Maluku 
Bukti Kepemilikan : SHP 00072 

1,500 

2011 564.000.000 Baik 

JUMLAH 1.033.000.000  

 

d. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor : 112/BUA/SK/2015 Tentang daftar barang milik Negara 

yang diajukan penetapan status penggunaan sampai dengan Rp. 25.000.000,- 

selain tanah dan/atau bangunan dan kendaraan bermotor pada satuan kerja 

Pengadilan Agama Tual, dengan rincian sebagai berikut : 
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D. Pengelolaan Keuangan    

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya 

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 

Urusan Administrasi yang terdiri dari tiga komponen sebagai berikut : 

a. 1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (Belanja Barang Non  

Operasional Perkantoran  ( 1066.994)  

Pagu 

Belanja barang Non Operasional serta kegiatan pembinaan dan konsultasi 

yang mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 107.326.000,-  (Seratus tujuh 

juta tiga ratus dua puluh enam ribuh rupiah) yang terdiri dari pelantikan 

dan pengambilan sumpah jabatan belanja pelantikan dan konsumsi 

Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah ) 

pertemuan/jamuan/delegasi Rp.11.797.000,-(sebelas juta tujuh ratus 

sembilan puluh tujuh rupiah) belanja konsumsi,bahan Rp.7.700.000,-(tujuh 

juta tujuh ratus ribuh rupiah dan spanduk Rp.3.000.000,-

kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi yang terdiri dari bahan 

pembinaan konsultasi Rp.1.289.000 (satu juta dua ratus delapan puluh 

sembilan ribu rupiah) belanja perjalanan dinas yang terdiri dari pembinaan 

konsultasi ke tingkat banding PTA sebesar Rp.48.200.000,-(empat puluh 

delapan juta dua ratus ribu rupiah) rekonsiliasi tingkat korwil 

Rp.20.720.000,- ( dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribuh rupiah) 

Penyusunan/revisi pengesahan anggaran Rp. 20.720.000,- ( dua puluh juta 

tujuh ratus dua puluh ribuh rupiah) dan telah terealisasi 100% dapat dilihat 

pada daftar pagu dan realisasi di bawah ini. 

 
 

 

 

 

 

 

B

No Uraian Pagu Anggaran Ket 

1 2 3 4 

1 Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 
Belanja Bahan MAK (521211)  

 
Rp.    4.600.000,- 

 

2 Pertemuan/jamuan/delegasi  
- (MAK 5211211) 

 
Rp.    11.797.000,- 

 

3 Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi 
- Belanja bahan (MAK 521211) 

 
Rp       1.289.000,- 

 

4 
 

  Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi 
-  (MAK 524111) 

 
Rp.    89.640.000,- 

 

 JUMLAH Rp.  107.327.000,-   
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           Berdasarkan pagu anggaran belanja barang Non Operasional yang 

tersebut di atas dapat direalisasikan/dilaksanakan sebesar Rp.107.327.000,-  

(seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribuh rupiah) atau sebesar 

100% dengan rincian sebagai berikut:    

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 2.  Pembayaran Gaji dan Tunjangan  

Pagu 

Belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, dan tunjangan 

kemahalan hakim  mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 3.674.580.000,- 

(Tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh 

ribu rupiah)  dengan rincian sebagai berikut: 

No Uraian Pagu Anggaran Ket 

1 2 3 4 

1 Bel. Gaji Pokok PNS  (MAK 511111) Rp.            1.156.837.000,-  

2 Bel. Pembulatan Gaji PNS (MAK 511119) Rp.                        43.000,-           

3 Bel. Tunj. Suami/Isteri (MAK 511121) Rp.                 89.000.000,-       

4 Bel. Tunj. Anak (MAK 511122) Rp.                 33.200.000,-           

5 Bel. Tunj. Struktural (MAK 511123) Rp.                 27.500.000,-         

6 Bel. Tunj. Fungsional (MAK 511124) Rp.            1.455.000.000,-    

7 Bel. Tunj. PPh (MAK 511125) Rp.               275.000.000,-        

8 Bel. Tunj. Beras (MAK 511126) Rp.                90.000.000,-    

9 Bel. Tunj. Uang Makan (MAK 511129) Rp.               200.000.000,-  

10 Bel.  Tunj. Umum (MAK 511151) Rp.                 87.000.000,-    

11 Bel. Tunj. Kemahalan Hakim (MAK 511157) Rp.               182.000.000,-      

    

 JUMLAH Rp.        3.647.580 .000,-   

No Uraian 
Realisasi 

 Anggaran 
Persenan 

1 2 3 4 

1 Pelantikan dan pengambilan sumpah 
jabatan 
Belanja Bahan MAK (521211)  

 
Rp.    4.600.000,- 

 
100% 

2 Pertemuan/jamuan/delegasi  
- (MAK 5211211) 

 
Rp.    11.797.000,- 

  
100% 

3 Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi 
- Belanja bahan (MAK 521211) 

 
Rp       1.289.000,- 

 
100% 

4 
 

  Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi 
-  (MAK 524111) 

 
Rp.    89.640.000,- 

 
100% 

 JUMLAH Rp.  107.327.000,-  100% 
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a. Realisasi 

Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang tersedia tersebut 

di atas, dapat direalisasikan/dilaksanakan sebesar Rp. 2.815.726.705,- (dua 

milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh 

ratus lima  rupiah) atau sebesar 76,68% dengan rincian sebagai berikut: 

No Uraian Pagu Anggaran Persent 

        1 2 3 4 

1 Bel. Gaji Pokok PNS  (MAK 511111) Rp.       1.195.161.060,- (98.87%) 

2 Bel. Pembulatan Gaji PNS (MAK 511119) Rp.                   38,907,-     (57,92%) 

3 Bel. Tunj. Suami/Isteri (MAK 511121) Rp.            79.507.680,-   89,33%) 

4 Bel. Tunj. Anak (MAK 511122) Rp.           24.667.641,- (74.30%) 

5 Bel. Tunj. Struktural (MAK 511123) Rp.           20.410.000,- (74.22%) 

6 Bel. Tunj. Fungsional (MAK 511124) Rp.        881.680.000,- (60,60%) 

7 Bel. Tunj. PPh (MAK 511125) Rp.       144.482.500,- (52,54%) 

8 Bel. Tunj. Beras (MAK 511126) Rp.          75.410.920,-  (83,79%) 

9 Bel. Tunj. Uang Makan (MAK 511129) Rp.       199.817.000,- (99,98%) 

10 Bel.  Tunj. Umum (MAK 511151) Rp.         21.765.000,-   (25,02%) 

11 Bel. Tunj. Kemahalan Hakim (MAK 511157) Rp.       172.800.000,- (94,95%) 

    

 JUMLAH Rp.    2.815.726.705,- ( 76,68%) 

 

Dari pelaksanaan realiasasi anggaran belanja pegawai tersebut 

terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 858.853.295,- (Delapan ratus lima puluh 

delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh 

lima rupiah) atau sebesar 24% dengan rincian sebagai berikut :   

No Uraian 
 

Sisa  
  

Persent 

1 2 3 4 

1 Bel. Gaji Pokok PNS  (MAK 511111) Rp.          13.6754.940,- (2%) 

2 Bel. Pembulatan Gaji PNS (MAK 511119) Rp.                   18.096,-   (42%) 

3 Bel. Tunj. Suami/Isteri (MAK 511121) Rp                9.492.320,- (11%) 

4 Bel. Tunj. Anak (MAK 511122) Rp.               8.532.359,- (26%) 

5 Bel. Tunj. Struktural (MAK 511123) Rp.              7.090.000,- (26%) 

6 Bel. Tunj. Fungsional (MAK 511124) Rp           573.320.000,- (40%) 

7 Bel. Tunj. PPh (MAK 511125) Rp.           130.517.500,- (48%) 

8 Bel. Tunj. Beras (MAK 511126) Rp.             14.589.080,- (17%) 

9 Bel. Tunj. Uang Makan (MAK 511129) Rp.             27.183.000,- (12%) 
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10 Bel.  Tunj. Umum (MAK 511151) Rp.             65.235.000,- (75%) 

11 Bel. Tunj. Kemahalan Hakim (MAK 511157) Rp.            9.200.000,-  (5%) 

 JUMLAH Rp.        858.853.295,- (24%) 

 

a. 3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran terdiri 

dari beberapa komponen diantaranya sebagai berikut :   

Pagu 

Belanja barang Operasional, pemeliharaan perkantoran, pembayaran 

honorarium, langganandaya dan jasa  mempunyai pagu anggaran sebesar 

Rp. 379.844.000,-  (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus 

empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :  

- Langanan daya dan jasa sebesar Rp.102.000.000,-( seratus dua juta Rupiah 

) belanja langganan listrik Rp.63.150.000,-(enam puluh tiga juta seratus 

lima puluh ribuh rupiah) belanja langganan telepon sebesar Rp.7.900.000,- 

(tujuh juta sembilan ratus ribuh rupiah) serta belanja langganan air sebesar 

Rp.5.200.000,- ( lima juta dua ratus ribuh rupiah ) 

- Operasional Perkantoran sebesar Rp.198.650.000,- (seratus sembilan puluh 

delapan juta enam ratus lima puluh ribuh rupiah )diperuntukan untuk 

kebutuhan keperluan perkantoran,Internet online/Astrinet,honor,sopir,honor 

satpam,honor pramubakti 

- Daya tahan tubuh sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima piluh ribuh 

rupiah ) 

- Honor operasional satuan kerja penggelola dipa (KPA,PPK,KAUR 

KEUANGAN,BENDAHARA dan STAF sebesar Rp 46.680.000,-( empat 

puluh enam juta enam ratus delapan puluh rupiah ) 

-Perawatan Gedung Kantor sebesar Rp.11.720.000,-( sebelas juta tujuh ratus 

dua puluh ribu rupiah ) untuk perawatan gedung kantor,halaman kantor dan 

rumah dinas  

- Perawatan Inpentaris Kantor sebesar Rp.33.294.000,-(tiga puluh tiga juta 

dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk belanja pemeliharaan 

peralatan dan mesin diantaranya perwatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 

2 yang berjumlah lima unit. 
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- Jasa pengiriman surat sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribuh 

rupiah)  

- Pakaian Dinas sopir dan pramubakti sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta 

enam ratus ribuh rupiah)  

 lebih jelas dapat di lihat pada daftar pagu di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Realisasi 

BerdaBerdasarkan pagu anggaran belanja barang yang tersebut di 

atas dapat direalisasikan/dilaksanakan sebesar Rp.  379.844.000,-  (tiga 

ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu 

rupiah ) atau sebesar 99.99% dengan rincian sebagai berikut:    

No Uraian Pagu Anggaran Ket 

1 2 3 4 

1 Penambah Daya Tahan Tubuh  
- (MAK 521113)  

 
Rp.    6.050.000,- 

 

2 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  
- (MAK 523111) 

 
Rp.    11.720.000,- 

 

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
- (MAK 523121) 

 
Rp.    33.294.000,- 

 

4 
 

 Langganan Listrik 
-  (MAK 522111) 

 
Rp.    63.150.000,- 

 

5 Langganan Telephon 
- (MAK 522112) 

Rp.     7.900.000,- 
 

6 Langganan Air 
-  (MAK 522113) 

Rp.     5.200.000,- 
 

7 Pengeriman surat dinas pos 
- (MAK 521114) 

 
Rp.      3.600.000,- 

 

8 Keperluan perkantoran 
- (MAK 521111) 

 
Rp.  198.650.000,- 

 

9 Honor Operasional satuan Kerja 
- (MAK 521114) 

 
Rp.  46.680.000,- 

 

10 
Belanja barang Operaional lainya 
 -  (MAK 521119)  

Rp.    3.600.000,-  

 JUMLAH Rp.  379.844.000,-   

No Uraian 
Realisasi 
Anggaran 

Persen 

1 2 3 4 

1 Penambah Daya Tahan Tubuh  
- (MAK 521113)  

 
Rp.    6.050.000,- 

 
    (100%) 

2 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  
- (MAK 523111) 

 
Rp.    11.720.000,- 

 
(100%) 

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
- (MAK 523121) 

 
Rp.    33.294.000,- 

 
(100%) 

4 
 

 Langganan Listrik 
-  (MAK 522111) 
 

 
Rp.    63.150.000,- 

 
(100%) 

5 Langganan Telephon 
- (MAK 522112) 

Rp.     7.819.000,- 
 

(99.99%) 
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B 

 

 

 

 

 

 

b. Sisa 

Dari pelaksanaan/realisasi anggaran belanja barang tersebut di atas, 

maka terdapat sisa anggaran Rp. 81.998,-(delapan puluh satu juta sembilan 

ratis sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 0.01% dengan rincian 

sebagai berikut : 

No Uraian Sisa  Persen 

1 2 3 4 

1 Penambah Daya Tahan Tubuh  
- (MAK 521113)  

 
Rp.    0,- 

 
(0%) 

2 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  
- (MAK 523111) 

 
Rp.    0, 

 
(0%) 

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
- (MAK 523121) 

 
Rp.    0, 

 
(0%) 

4 
 

 Langganan Listrik 
-  (MAK 522111) 

 
Rp.    0, 

 
(0%) 

5 Langganan Telephon 
- (MAK 522112) 

 
Rp.   81,000, 

 
(0%) 

6 Langganan Air 
-  (MAK 522113) 

 
Rp.    0, 

 
(0%) 

7 Pengeriman surat dinas pos 
- (MAK 521114) 

 
Rp.    0, 

 
(0%) 

8 Keperluan perkantoran 
- (MAK 521111) 

 
Rp.    998,- 

 
(0%) 

9 Honor Operasional satuan Kerja 
- (MAK 521114) 

 
Rp.    0, 

 
(0%) 

10 
Belanja barang non operaional lainya 
 -  (MAK 521219)  

 
Rp.    0, 

 
(0%) 

 JUMLAH Rp.  81.998,-  (0%) 

 

2. Program Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung   

Pagu    

Belanja modal Gedung dan Bangunan sesuai  DIPA Nomor: SP DIPA–

005.01.2.307761./2015, tanggal 14 November 2014  tahun 2015 Pengadilan 

Agama Tual terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.341.500.000,- Pengadaan sarana 

6 Langganan Air 
-  (MAK 522113) 

Rp.     5.200.000,- 
 
(100%) 

7 Pengeriman surat dinas pos 
- (MAK 521114) 

 
Rp.      3.600.000,- 

 
(100%) 

8 Keperluan perkantoran 
- (MAK 521111) 

 
Rp.  198.649.002,- 

 
(99,99%) 

9 Honor Operasional satuan Kerja 
- (MAK 521114) 

 
Rp.  46.680.000,- 

 
(100%) 

10 
Belanja barang operaional lainya 
 -  (MAK 521119)  

Rp.    3.600.000,- (100%) 

 JUMLAH Rp.  379.844.000,-  (100%) 
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dan prasarana dilingkungan mahkama Agung yang terdiri dari Belanja Modal 

Peralatan dan mesin Sebesar Rp.41.500.000,- ( Empat puluh satu juta lima ratus 

ribuh rupiah ) yang diperuntukan untuk kegiatan teknologi dan informasi berupa 

pengadaan server sebagai kebutuhan utama dalam pelaksanaan aktifitas pegawai 

untuk menunjang kinerja kantor pengadilan agama tual yang telah di realisasikan 

100% dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan paping blok 

dan taman kantor pengadilan agama tual yang telah di realisasikan 100% dalam 

Empat tahapan pencairan. 

No Pagu Realisasi Anggaran Persen 
Sisa 

1 2 3 4  

1  Pengadaan  Server 

 (MAK 532111) 

Rp.   41.500.000       (100%) 

 

Rp.0 

2. Pembangunan Paping Blok dan Taman 

 ( MAK 533111) 

Rp .300.000.000,-      (100%) Rp.0 

 J u m l a h Rp. 341.500.000,-         (100%)  

 

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tual Berdasarkan DIPA tahun 

Anggaran 2015 terbagi atas 2 (dua) DIPA : 

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 

Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA–005.01.2.307761./2015, tanggal 14 November 

2014 Telah disahkan Alokasi Anggaran untuk : 

1) Kementerian Negara/Lembaga : (005)  Mahkamah Agung RI; 

2) Unit Organisasi   : (01)  Badan Urusan Administrasi; 

3) Provinsi    : (21)  Maluku 

4) Kode/Nama Satker  : (307761) Pengadilan Agama Tual 

Sebesar   Rp. 4.435.846.000,- (Empat milyar tiga ratus tiga 

puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu  rupiah). 

 

Dipa petikan tersebut telah terjadi 2 kali revisi : 

1)    Revisi Pertama : 

Untuk mendukung kinerja serta pelaporan satker yang berbasis 

teknologi informasi maka Pengadilan Agama Tual telah mengajukan revisi 

Anggaran,Pada awal Tahun 2015 di mana terdapat belanja  yang terblokir 

Tanda bintang Pada DIPA–005.01.2.307761./2015, tanggal 14 November 
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2014  Pengadilan Agama Tual pada mata anggaran 53 Sarana dan Prasaran 

dilingkup mahkama agung dan Teknologi Informasi pada akun 532111  

Belanja Modal sebesar Rp.41.500.000,- ( Empat puluh satu juta lima ratus 

ribu rupiah ) yang diperuntukan untuk belanja teknologi dan informasi berupa 

satu unit SERVER untuk mendukung penguatan terhadap pembagian jaringan 

ke semua ruangan kantor dan menyimpan data dalam kegiatan kerja para 

pegawai .salah satu manfaat dari pengajuan revisi ini dalam rangka untuk 

mempercepat realisasi agar dapat menghasil penyarapan anggaran yang 

maksimal pada bagian keuangan sesuai dengan target yang direncanakan. 

2)     Revisi ke dua : 

Untuk mendukung kinerja serta pelaporan satker yang berbasis 

teknologi informasi maka Pengadilan Agama Tual, yang semula mengunakan 

jasa internet Spedy, yang koneksi jaringan sanggat lambat, maka diperlukan 

koneksi jaringan yang cepat. Bertolak dari permasalahan tersebut satker 

Pengadilan Agama Tual kini beralih ke jaringan internet Asstinet.  Namun 

terkendala dengan anggaran yang telah teralokasi pada DIPA–

005.01.2.307761./2015, tanggal 14 November 2014  tersebut sebesar Rp. 

10.596.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh enan ribu rupiah) untuk 

12 bulan, sementara untuk pembayaran langganan jaringan Asstinet sebesar 

Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 bulan.karena 

anggaran yang di alokasikan pada DIPA awal sangatlah kecil untuk itu 

Pengadilan Agama Tual mengajukan permintaan penambahan anggaran sesuai 

kebutuhan ril selama setahun. Sehingga pada tanggal 18 mei 2015 disahkannya 

DIPA revisi 02 dengan nomor : SP DIPA-005.01.2.307761/2015 ditetapkan 

penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.161.750.000,- (empat milyar 

seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima  puluh ribuh rupiah). Terdapat 

penambahan anggaran sebesar Rp.67.404.000,- (enam puluh tujuh juta empat 

ratus empat rupiah) untuk belanja langganan Jaringan Internet Asstinet sebesar 

Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta  rupiah). Dalam rangka antisipasi 

terhadap estimasi belanja pegawai yang telah minus dan adanya anggaran 

belanja pegawai dan Tunjangan PNS yang tersedia tidak mencukupi sampai 

dengan bulan desember 2015. Penadilan Agama Tual melakukan revisi internal 

satker atau POK tertanggal 18 Juni 2015 diantaranya terdapat penambahan 

anggaranr (511111) belanja gaji pokok PNS Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua 
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juta rupiah).dari pagu awal sebesar Rp.1.156.837.000,- menjadi 

Rp.1.208.837.000,- serta Penambahan anggaran untuk (521121) belanja 

tunjangan suami/istri PNS sebesajadi pengutr Rp. 15.000.000,- (lima belas juta 

rupiah) dari pagu awal sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta 

rupiah) sehingga menjadi Rp. 89.000.000,- (Delapan puluh sembilan juta 

rupiah) yang diambil dari belanja tunjangan fungsional PNS. Sehingga belanja 

tunjangan fungsional PNS terjadi pengurangan sebesar  Rp. 15.000.000,- (lima 

belas juta rupiah) adapun beberapa belanja lainnya yang mengalami perubahan 

antara lain. 511124 belanja fungsional PNS terdapat pengurangan sebesar Rp 

147.000.000,-( seratus empat puluh tujuh juta rupiah ) dari pagu awal sebesar 

Rp.1.602.000.000,-( satu miliyar enam ratus dua juta rupiah ) menjadi 

Rp.1,455.000.000,- ( satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah ) 

511157 belanja tunjangan kemahalan hakim dari pagu awal Rp.156.000.000,-( 

seratus lima puluh enam juta ) menjadi Rp.182.000.000,- ( seratus delapan 

puluh dua juta rupiah ) terdapat penambahan anggaran sebesar 

Rp.26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah) sedangkan pada belanja Barang 

Operasiaonal terdapat perubahan pada belanja 521111 belanja keperluan 

perkantoran yang semula Rp.112.896.000,- (seratus dua belas juta delapan 

ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) menjadi Rp. 198.650.000,- ( seratus 

sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga 

terdapat kenaikan sebesar Rp.85.754.000,-( delapan puluh lima juta  tujuh 

ratus lima puluh empat ribu Rupiah ) 521113 Belanja daya tahan tubu yang 

semula menjadi Rp. 13.200.000,-( tiga belas juta dua ratus ribu rupiah ) 

menjadi Rp.6.050.000),- ( enam juta lima puluh ribu rupiah ) adanya 

pengurangan anggaran sebesar Rp 7.150.000,-( tujuh juta seratus lima puluh 

ribuh rupiah ) 522111 belanja langganan listrik yang semula Rp. 93.000.000,-

(sembilan puluh tiga juta ) menjadi Rp.63.150.000,-(enam puluh tiga juta 

seratus lima puluh ribu rupiah ) adanya pengurangan anggaran sebesar 

Rp.29.850.000,-(dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribuh 

rupiah) 522112 belanja langganan telepon semuka Rp 5.400.000,-( lima juta 

empat ratus ribu rupiah ) menjadi Rp.7.900.000,-( tujuh juta sembilan ratus 

ribu rupiah ) terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta 

lima ratus ribu rupiah ) 522113 belanja langganan air semula Rp.3.600.000 

(tiga juta enam ratus ribu) menjadi Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribuh 
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rupiah) terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam 

ratus ribuh) dengan adanya perubahan anggaran ini dapat dipastikan tidak akan 

terjadi mines pada semua belanja yang ada, lebih lengkapnya dapat di lihat 

pada daftar di bawah ini. 



189 
 

   Perbandingan Pagu Anggaran revisi 01dan 02  dilihat pada tabel berikut ini :   

No Akun Anggaran Revisi 01 Revisi 02 Penambahan (+) Pengurangan (-) 

51 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

52 

 

 

13 

14 

15 

16 

 

18 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

001 

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 

Belanja Gaji Pokok Pns                                  511111  

Belanja Pembulatan Gaji Pns                          511119 

Belanja Tunjangan Suami/Istri                        511121 

Belanja Tunjangan Anak Pns                          511122 

Belanja Tunjangan Struktural  Pns                  511123 

Belanja Tunjangan Struktura Funsional Pns   511124 

Belanja Tunjangan Pph Pns                            511125 

Belanja Tunjangan Beras Pns                          511126 

Belanja Uang Makan Pns                                511129 

Belanja Tunjangan Umum Pns                        511151 

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim            511157 

001/002 

Belanja Barang ( OP/NON OP ) 

Belanja Keperluan Perkantoran                       521111 

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh           521113 

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat     521114 

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja        521115 

Belanja Barang Operasional Lainnya              521119 

Belanja Bahan                                                  521211 

Belanja Perjalanan Dinas                                 524111 

5221 

Belanja Jasa 

Belanja Langganan Listrik                              522111 

Belanja Langganan Telepon                            522112 

Belanja Langganan Air                                    522113 

5231 

Belanja Pemeliharaan dan Gedung                  523111 

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin     523121 

5331 

Belanja Modal 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin                523111 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan            533111  

 

 

Rp.   1.156.837.000,- 

Rp.            43.000,- 

Rp.     74.000.000,- 

Rp.     33.200.000,- 

Rp.      27.500.000,- 

Rp. 1.602.000.000,- 

Rp.    275.000.000,- 

Rp.      90.000.000,- 

Rp.    200.000.000,- 

Rp.      87.000.000,- 

Rp.      156.000.000,- 

 

 

Rp. 112.896.000,- 

Rp.    13.200.000,- 

Rp.      3.600.000,- 

Rp.     46.680.000,- 

Rp.      3.600.000,-  

Rp.    17.686.000,- 

Rp.    89.640.000,- 

 

 

Rp.      93.000.000,-   

Rp.      5.400.000,- 

Rp.      3.600.000,- 

 

Rp       11.720.000,- 

Rp.      18.744.000,- 

 

 

Rp.      41.500.000,- 

Rp.    300.000.000,- 

 

 

Rp.   1.156.837.000,- 

Rp.            43.000,- 

Rp.     74.000.000,- 

Rp.     33.200.000,- 

Rp.      27.500.000,- 

Rp. 1.602.000.000,- 

Rp    275.000.000,- 

Rp.      90.000.000,- 

Rp.    200.000.000,- 

Rp.      87.000.000,- 

Rp.      156.000.000,- 

 

 

Rp. 112.896.000,- 

Rp.      13.200.000,- 

Rp         3.600.000,- 

Rp.      46.680.000,- 

Rp.        3.600.000,-  

Rp.      17.686.000,- 

Rp.      89.000.000,- 

 

 

Rp.         93.000.000,-   

Rp.         5.400.000,- 

Rp.         3.600.000,- 

 

Rp         11.720.000,- 

Rp.         18.744.000,- 

 

 

Rp.         41.500.000,- 

Rp.       300.000.000,- 

 

 

Rp.   1.208.837.000,- 

Rp.            43.000,- 

Rp.     89.000.000,- 

Rp.     33.200.000,- 

Rp.      27.500.000,- 

Rp. 1.455.000.000,- 

Rp.    275.000.000,- 

Rp.      90.000.000,- 

Rp.    200.000.000,- 

Rp.      87.000.000,- 

Rp.      182.000.000,- 

 

 

Rp.       198.650.000,- 

Rp.           6.050.000,- 

Rp.        3.600.000,- 

Rp.       46.680.000,- 

Rp.         3.600.000,- 

Rp.       17.686.000,-        

Rp.       89.000.000,- 

 

 

Rp.         63.150.000   

Rp.         7.900.000,- 

Rp.          5.200.000,- 

 

Rp.       11.720.000,- 

Rp.       33.294.000,- 

 

 

Rp.       41.500.000,- 

Rp.     300.000.000,- 

 

 

 

Rp.         52.000.000,- 

Rp.          0,-          

Rp.         15.000.000,-   

Rp.           0,-  

Rp.           0,-     

Rp.        147.000.000,- 

Rp.           0.-    

Rp.           0,- 

Rp.           0,   

Rp.           0,-   

Rp.           26.000.000,-    

 

 

Rp.           85.000.000,- 

Rp.           0,- 

Rp.           0,- 

Rp.           0,- 

Rp.           0.- 

Rp.           0.- 

Rp.           0,- 

 

   

Rp.          0,- 

Rp.           2.500.000,- 

Rp.           1.600.000,- 

  

Rp.           0,- 

Rp            0,- 

 

 

Rp.           0,- 

Rp.     0,- 

 

 

Rp.      0,- 

Rp.       0,- 

Rp.       0.- 

Rp.       0.- 

Rp.       0.- 

Rp.       0,- 

Rp.       0,-    

Rp.       0.- 

Rp.        0.- 

Rp.        0,-    

Rp.        0.- 

 

 

Rp.      0.- 

Rp.     7.150.000.- 

Rp.      0.- 

Rp.      0.- 

Rp.      0.- 

Rp.      0.- 

Rp.      0,- 

 

 

Rp.     29.850.000.- 

Rp.      0.- 

Rp.      0.- 

Rp.      0.- 

Rp.      0.- 

Rp.      0.- 

 

 

Rp.      0,- 

Rp.     0.- 

16
0
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J u m l a h Rp. 4. 435.846.000,- Rp. 4.435.846.000,-  Rp. 4.503.250.000,- Rp.356.100.000,- Rp. 37.000.000,- 
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Berdasarkan DIPA revisi ke 02 tersebut Pengadilan Agama Tual mendapat alokasi 

anggaran sebesar Rp. 4.503.250.000,- (Empat milyar lima ratus tiga juta dua ratus 

lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang terterah diatas. 

 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan yang terdiri dari dua komponen 

antara lain sebagai berikut : 

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 

2014 Nomor : SP DIPA–005.04.2.309099/2015, tanggal 14 Nopember 2014 telah 

disahkan Alokasi  Pagu Anggaran untuk : 

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI 

2. Unit Organisasi      :(04)Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

3. Provinsi        : (21)   Maluku 

4. Kode dan Nama Satker       : (309099) Pengadilan Agama Tual 

Sebesar    : Rp. 123.820.000,- (seratus dua puluh tiga juta 
delapan ratus dua puluh rupiah) 

 

Berdasarkan DIPA di atas telah disahkan Alokasi Anggaran untuk program 

manajemen peradilan yang mempunyai dua komponen utama dengan anggaran 

sebesar Rp.123.820.000,- (seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh ribu 

rupiah ) .yang dialokasikan untuk tiga kegiatan diantarannya : 

3.1. Penyelesaian Administrasi Perkara (1053 ) 

Alokasi Anggaran untuk administrasi perkara sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus 

dua puluh ribuh rupiah) untuk penyelesaian 64 perkara  

3.2. Pembebasan biaya Perkara ( Prodeo )  

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu 

rupiah) diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 10 perkara 

dengan biaya perkara per perkara Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 

dan telah direalisasikan sebesar Rp.3.432.000,-( tiga juta empat ratus tiga puluh dua 

ribu rupiah) atau 99,98%  

3.3. Pelaksanaan Sidang diluar Gedung Kantor Pengadilan (sidang keliling)  

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.000.000,-( seratus dua puluh juta 

rupiah)  yang diperuntukan untuk sidang diluar kantor pengadilan pada empat lokasi 
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yang berbeda diantaranya, kab.Pualau Aru,Kecamatan tayando Tam kota 

tual,kecamatan pulau-pulau kur,kecamatan kei besar (ellat) dan telah direalisasikan 

100%  lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian pagu dan realisasi sebagai berikut : 

No Uraian Pagu Anggaran Ket 

1 2 3 4 

1  Penanganan Perkara Prodeo 

 (MAK 521219) 

Rp.         3.500.000,-  

2. Penyelesaian  Administrasi perkara 

 (MAK 521211) 

Rp             320.000,-  

3. Penyelenggaraan Sidang Keliling 

(MAK 524111)  

Rp.        120.000.000,-  

 JUMLAH RP.        123.820.000,-  

 

a. Realisasi  

Dari Pagu anggaran penyelesaian administrasi perkara, penyelenggaraan 

sidang keliling dan penyelesaian berkas perkara yang kurang dari enam bulan 

dapat direalisasikan sebesar  Rp. 123.748.600,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh 

ratus empat puluh delapan  ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 99,99% dengan 

rincian sebagai berikut : 

No Uraian Realiasi Anggaran Persen 

1 2 3 4 

1  Penanganan Perkara Prodeo 

 (MAK 521219) 

Rp.         3.432.000,- (99,98%) 

2. Penyelesaian  Administrasi perkara 

 (MAK 521211)  

Rp.            320.000,- (100%) 

3. Penyelenggaraan Sidang Keliling 

(MAK 524111)  

Rp.        119.996.600,- (99,98%) 

 JUMLAH RP.        123.748.600,- (99.99%) 

 

b. Sisa  

Dari  hasil pelaksanaan realisasi penyelesaian administrasi perkara, 

penyelenggaraan sidang keliling dan penyelesaian berkas perkara yang kurang 

dari enam bulan di atas maka terdapat sisa anggaran Rp. 71.400,- (tujuh puluh 

satu juta empat ratus rupiah) atau sebesar 0.05% dengan rincian sebagai berikut :  
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No Uraian Sisa Anggaran Persen 

1 2 3 4 

1  Penanganan Perkara Prodeo 

 (MAK 521219) 

Rp.          68.000,- (0,98%) 

2. Penyelesaian  Administrasi perkara 

 (MAK 521211) 

Rp.          0,- (0%) 

3. Penyelenggaraan Sidang Keliling 

(MAK 524111)  

Rp.         3.400,- (0%) 

 JUMLAH RP.        71.400,- (0.05%) 

 

E. Dukungan Teknologi Informasi 

1. Perangkat Keras 

Peralatan dan mesin perangkat keras sebagai fasilitas pengelola data dan 

penunjang kinerja pada Pengadilan Agama Tual meliputi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama barang Merek/Type Jumlah Barang 

1. Laptop 
Toshiba Satelite dan 

Toshiba Tecra 

9 Unit 

2. Personal Computer 
Rainer, RadiaMax, 

Allegra 200 dan Acer 

4 Paket 

3. Printer Canon Pixma MP 287 Canon Pixma MP 287 1 Paket 

4. Printer Canon Pixma iP 2770 Canon Pixma iP 2770 5 Unit 

5. Touch Screen Kios K dan CPU 1 Unit 

6. Scanner Canon Lide 120 2 Unit 

 7. Internet 
Jaringan Telepon 

Internet Speedy, Modem 

Huawei, dan Wireless 

Router TL-WR841N 

1 Unit 

 8. Hub/ Switch D-Link dan Asus 3 Unit 

 9. Wireless Modem TP-Link, Cisco 4 Unit 

10. Wireless USB TP-Link 4 Unit 

11. Server RadiaMax, Prosesor 
Intel Xeon E3-1230 V3 
3,3 GHz / RSM 8 GB / 
HDD 1 TB / OS 
Windows 7 Ultimate  

1 Unit 

12. UPS APC Back-UPS 1100 V 1 Unit 
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Keseluruhan perangkat keras tersebut telah terhubung membentuk suatu 

jaringan kerja melalui kabel LAN serta mendapatkan signal internet pada semua PC 

dan laptop. Kendala yang masih ditemui adalah : 

 Bandwidth/data transfer sebesar 768 kbps yang dimiliki belum cukup dalam 

memenuhi kebutuhan akses informasi berbasis internet serta pengelolaan data 

yang berhubungan dengan jaringan internet. Hal ini diperparah apabila semua 

perangkat yang dimiliki pegawai untuk menunjang kinerja pegawai (diluar 

fasilitas kantor) dikoneksikan secara bersamaan. 

 

2. Perangkat Lunak 

Software/perangkat lunak yang telah terintegrasi dan pada saat ini masih 

dimanfaatkan pada satuan kerja Pengadilan Agama Tual sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keseluruhan aplikasi tersebut telah dimanfaatkan dan dikuasai dengan baik 

oleh para operator pada masing-masing bagiannya. Aplikasi yang digunakan pada Sub 

Bagian Keuangan dan Umum dalam pengoperasiannya dengan single alone tanpa 

internet dan jaringan lokal. Tetapi aplikasi yang dijalankan oleh sub bagian 

Keperkaraan dan Kepegawaian membutuhkan kelengkapan jaringan lokal dan internet 

dalam pengoperasiannya, utamanya dalam keperkaraan aplikasi SIADPA-Plus yang 

merupakan aplikasi client-server untuk pelayanan para pihak yang berperkara serta 

administrasi perkara harus bisa diakses melalui jaringan signal wirreless, tidak hanya 

melalui jaringan kabel LAN. 

Pengadilan Agama Tual telah mempunyai situs website yang beralamat 

http://www.pa-tual.go.id dalam hal ini turut menjalankan dan mensukseskan 

Reformasi Birokrasi. Website tersebut memuat keseluruhan transparansi peradilan 

mulai dari profil pengadilan, informasi perkara, informasi keuangan, informasi 

kepegawaian, informasi umum, pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan 

hingga berita kegiatan. 

No. Sub Bagian Aplikasi 

1 Keperkaraan SIADPA, Info Perkara, SMS Gateway 

2 Kepegawaian SIMPEG Online, SAPK 

3 Keuangan RKAKL, SAIBA, SPM, GPP, PP39 

4 Umum SIMAK, Persediaan 
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F. Regulasi Tahun 2015 

Dalam tahun 2015, Pengadilan Agama Tual telah mengeluarkan beberapa regulasi 

untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan proses reformasi birokrasi di dalam beberapa 

bidang, yaitu : 

1. Manajemen Perubahan 

Belum ada. 

2. Perundang-undangan 

Belum ada. 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Belum ada. 

4. Penataan Tata Laksana 

Belum ada. 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Belum ada. 

6. Penguatan Akuntabilitas 

7. Penguatan Pengawasan 

Dalam penguatan pengawasan, baik dalam pengawasan disiplin pegawai maupun 

kinerja pegawai, Ketua Pengadilan Agama Tual telah mengeluarkan Surat Keputusan 

untuk menguatkan sistem pengawasan tersebut, yaitu: 

a) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-

A3/8.a/KP.01.1/I/2015, tertanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Tim 

Pengawasan Pelaksanaan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Pengadilan Agama 

Tual. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam bidang peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketua Pengadilan Agama Tual 

telah mengeluarkan  Surat Keputusan sebagai berikut:  

a) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-

A3/76/Kp.04.6/I/2015, tertanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Petugas 

Humas Pengadilan Agama Tual; 

9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-

A3/01.a/Kp.04.6/I/2015,tertanggal 2 Januari 2015, kemudian di revisi dengan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-A3/638/Kp.04.6/IX/2015, 

tertanggal 2 September 2015 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan 

Pengadilan Agama Tual. 
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BAB IV 

PENGAWASAN 

A. Internal  

1. Latar Belakang Pengawasan  

Berdasarkan  Keputusan Ketua Mahkamah AgungRI Nomor: 

KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, Pengawasan Internal adalah 

pengawasan dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis 

pengawasan, yaitu:Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. 

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendalian yang terus menerus, yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif dan represifagar pelaksanaan tugas bawahan tersebut 

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk 

melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk 

itu. 

Sebagaimana fungsi, maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk tertib dan 

pengendalian administrasi serta mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan 

Tupoksi, maka  Pengadilan Agama Tual selama tahun 2015 telah berupaya secara 

maksimal melakukan pengawasan internal. Langkah preventif dan administratif telah 

dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual 

tentang Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang di Lingkungan Pengadilan Agama 

Tual.  

Surat Keputusan Ketua tentang Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang di 

Lingkungan Pengadilan Agama Tual, Nomor :W24-A3/72/PS. 01/I/2015, tertanggal 

2 Januari dengan komposisi sbb: 

No. N A M A / NIP  PENGAWAS BIDANG KETERANGAN 
1 2 3 4 
1. 
 

 
 
 

2. 
 
 

Syarifa Saimima, S.HI 
NIP.197712222006042002 
 
 
 
Wawan Jamal, S.HI 
NIP.198108082009121003 
 

Koordinator dan Pengawas 
Administrasi Kinerja Pelayanan 
Publik dan Administrasi 
Umum/Administrasi Keuangan 
 
Administrasi Umum 
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3. 
 
 

4. 
 
 

5. 

Adam Malik, B., S.HI 
 
 
Nengah A. Nurkhalish, 
S.EI 
 
Olis Tuna, S.HI 

Administrasi Umum 
Kepegawaian 
 
Administrasi Perkara 
 
 
Administrasi Persidangan & 
Pelaksanaan Putusan 

 

2. Hasil Pengawasan 

Selama tahun 2015, Tim Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang Pengadilan 

Agama Tual telah melakukan pengawasan dan pembinaan sebanyak 4 (empat) kali. 

Berikut hasil pengawasan tersebut : 

 Pengawasan dan Pembinaan. 

A. ADMINISTRASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

1. Kondisi 

Lingkungan kantor tidak bersih masih terdapat puntung rokok di pot-pot 

bunga, lantai ruangan, WC, dan halaman. 

Kriteria 

Seharusnya lingkungan kantor selalu bersih, dan puntung-puntung rokok 

agar dibuang di tempat sampah atau di asbak. 

Sebab 

Pegawai yang merokok malas menjaga kebersihan lingkungan kerjanya. 

Akibat 

Terdapat puntung rokok ditempat yang tidak seharusnya dan lingkungan 

kerja tidak terlihat bersih. 

Rekomendasi 

Segera disiapkan tempat puntung rokok pribadi di ruangan-ruangan dan 

tempat puntung rokok diruang tunggu para pihak. 

2. Kondisi 

Terdapat toilet yang kotor. 

Kriteria 

Seharusnya toilet selalu dijaga kebersihannya. 

Sebab : 

Kurangnya perhatian atas kebersihan lingkungan terutama toilet. 

Akibat :  
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Kamar mandi dan toilet menjadi kotor sehingga orang atau pihak yang 

hendak menggunakan toilet menjadi jijik. 

Rekomendasi : 

Toilet harus selalu dibersihkan dan dijaga kebersihannya. 

3. Kondisi : 

Lingkungan kantor tidak bersih masih terdapat puntung rokok di pot-pot 

bunga, lantai ruangan, WC, dan halaman. 

Kriteria :  

Seharusnya lingkungan kantor selalu bersih, dan puntung-puntung rokok 

agar dibuang di tempat sampah atau di asbak. 

Sebab : 

Pegawai yang merokok malas menjaga kebersihan lingkungan kerjanya. 

Akibat : 

Terdapat puntung rokok ditempat yang tidak seharusnya dan lingkungan 

kerja tidak terlihat bersih. 

Rekomendasi :  

Segera disiapkan tempat puntung rokok pribadi di ruangan-ruangan dan 

tempat puntung rokok diruang tunggu para pihak. 

4. Kondisi :  

Terdapat toilet yang kotor. 

Kriteria : 

Seharusnya toilet selalu dijaga kebersihannya. 

Sebab : 

Kurangnya perhatian atas kebersihan lingkungan terutama toilet. 

Akibat :  

Kamar mandi dan toilet menjadi kotor sehingga orang atau pihak yang 

hendak menggunakan toilet menjadi jijik. 

Rekomendasi : 

Toilet harus selalu dibersihkan dan dijaga kebersihannya. 

5. Kondisi : 

Tangga yang berada di yang menuju ruang sidang kotor. 

Kriteria :  

Seharusnya lingkungan kantor selalu bersih, dan dibersihkan. 

Sebab : 
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Tenaga honorer yang bertugas membersihkan kantor hanya dua orang, tidak 

mampu merawat kantor dua lantai. 

Akibat : 

Sebahagian kantor terlihat kumuh karena jarang dibersihkan. 

Rekomendasi :  

Seharusnya ditambah tenaga honorer yang bertugas memberihkan dan 

merawat kantor. 

6. Kondisi : 

Belum disediakan air galon dan dispenser untuk minum untuk para pihak 

dan  majalah  di ruang tunggu sidang. 

Kriteria :  

Seharusnya kantor menyediakan air galon dan dispenser untuk minum para 

pihak yang akan bersidang dan majalah di ruang tunggu siidang. 

Sebab : 

Belum disediakan dana untuk pengadaan air galon dan dispenser serrta 

majalah. 

Akibat : 

Banyak pihak yang datang bersidang dengan saksi-saksinya kehausan dan 

tidak   betah berlama-lama menunggu giliran sidangnya. 

Rekomendasi :  

Segera diadakan air galon dispenser dan majalah di rung tunggu sidang. 

 

B. ADMINISTRASI PERKARA 

1. Kondisi 

Pegawai yang ditunjuk sebagai Kasir (Sdr. Wanardi Syarif) juga merangkap 

jabatan atau tugas yang lain yaitu sebagai Bendahara Penerimaan PNBP, 

penulis buku induk perkara dan sekaligus sebagai Jurusita Pengganti. 

Kriteria 

Seharusnya dalam kondisi normal, seseorang tidak memangku jabatan atau 

tugas terlalu banyak 

Sebab 

Kurangnya Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Tual. 

Akibat 
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Tidak maksimalnya kinerja, karena fokus Petugas/Pegawai yang rangkap 4 

jabatan tersebut akan terbagi-bagi. 

Rekomendasi 

Agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera mencarikan solusi, terkait 

penambahan Pegawai untuk diperbantukan di bagian Kasir, sekaligus 

sebagai kaderisasi untuk jangka panjang. 

2. Kondisi 

Dalam penyelesaian perkara, Majelis Hakim dana Panitera/ Panitera 

Pengganti belum memaksimalkan fungsi instrumen-instrumen perkara 

sebagai sarana pendukung penyelesaian dan penertiban administrasi 

perkara. 

Kriteria 

Idealnya Majelis Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti bisa 

memaksimalkan penggunaan instrumen-instrumen untuk menunjang 

penyelesaian perkara. 

Sebab 

Kurangnya pemahaman tentang fungsi instrumen-instrumen perkara. 

Akibat 

Tidak maksimalnya kinerja, karena penyelesaian perkara terhambat, 

diakibatkan antar satu bagian dengan bagian yang lain tidak terjalin 

komunikasi yang baik.  

Rekomendasi 

Ketua Pengadilan Agama Tual agar mengingatkan kepada seluruh Hakim 

dan jajaran kepaniteraan untuk lebih memaksimalkan penggunaan 

instrumen-instrumen perkara dalam penyelesaian perkara. 

 

C. KEUANGAN PERKARA 

1. Kondisi : 

Rekening Biaya Perkara untuk sementara sedang dalam keadaan perbaikan 

karena adanya perbedaan pendapat antara pihak KPPN dengan Kasir 

Pengadilan Agama Tual tentang instansi yang seharusnya memberikan ijin 

pembukaan rekening tersebut, menurut pihak KPPN, yang seharusnya 

memberikan ijin pembukaan rekening adalah Kepala KPPN setempat, 

sedangkan Pengadilan Agama Tual sudah mendapatkan ijin pembukaan 
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rekening langsung dari Dirjen Perbendaharaan Umum Negara, oleh karena 

itu KPPN Tual bermaksud menkonfirmasi kondisi tersebut kepada Dirjen 

Perbendaharaan Umum Negara. 

Kriteria : 

Kesalahan bukan pada pihak Pengadilan Agama Tual, tetapi adanya 

perbedaan pendapat antara KPPN Tual dengan Pengadilan Agama Tual. 

Sebab : 

Pemberitahuan tentang pembukaan rekening biaya perkara terbit secara 

berkala, sehingga terjadi kerancuan, pihak mana yang seharusnya 

memberikan ijin untuk pembukaan rekening biaya perkara. 

Akibat : 

Untuk sementara penerimaan perkara dihentikan sejak tanggal 15 Desember 

2015, dengan catatan jika sampai awal tahun 2016 belum ada kepastian dari 

pihak KPPN tentang siapa yang berwenang dalam hal pemberian ijin 

pembukaan rekening tersebut maka Pengadilan Agama Tual akan 

menggunakan rkening biaya perkara yang telah diterbitkan ijinnya oleh 

Dirjen Perbendaharaan Umum Negara.  

Rekomendasi : 

Diharapkan kepada Pengadilan Agama melalui Kasirnya agar aktif 

berkoordinasi dengan KPPN Tual, tentang perkembangan konfirmasi status 

rekening biaya perkara atas nama Pengadilan Agama Tual. 

2. Kondisi : 

Penulisan Jurnal Perkara Permohonan, Jurnal Perkara Gugatan, Buku Induk 

Perkara dan Buku Kas Umum sering mengalami hambatan dalam ketepatan 

waktu penyelesaian. 

Kriteria : 

Seharusnya penulisan Jurnal Perkara Gugatan, Buku Induk Perkara dan 

Buku Kas Umum bisa diselesaikan secara sistematis dan tepat waktu.  

Sebab : 

Kondisi personel kasir yang hanya terdiri dari satu orang, terkadang 

direpotkan dengan tugasnya yang lain sebagai Jurusita Pengganti, dan juga 

adanya sidang keliling dan sidang terpadu dengan volume perkara dalam 

jumlah banyak, yang mengakibatkan penulisan buku-buku tersebut menjadi 

mundur dari waktu yang ditentukan semestinya.  
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Akibat : 

Tidak maksimalnya penulisan Jurnal Perkara Gugatan, Buku Induk Perkara 

dan Buku Kas Umum yang seharusnya bisa diselesaikan secara sistematis 

dan tepat waktu. 

Rekomendasi :  

Ketua Pengadilan Agama Tual agar sering mengontrol penulisan buku-buku 

yang berkaitan dengan keuangan perkara. 

3. Kondisi : 

Tidak adanya kontrol langsung (sidak) Ketua Pengadilan Agama Tual 

terhadap kondisi riil keuangan perkara dan pembukuannya, sebagaimana 

yang telah diatur dalam buku IV. 

Kriteria : 

Dalam buku IV disebutkan semestinya Ketua Pengadilan rutin megadakan 

sidak (Inspeksi mendadak) secara periodik. 

Sebab : 

Kurangnya supervisi dari Ketua Pengadilan Agama Tual terhadap kondisi 

riil keuangan perkara dan pembukuannya. 

Akibat : 

Kurang adanya perhatian langsung dari Ketua Pengadilan terhadap kondisi 

riil keuangan perkara dan pembukuannya. 

Rekomendasi : 

Ketua Pengadilan Agama Tual agar sering melakukan sidak terhadap 

kondisi keuangan perkara dan pembukuannya 

 

D. ADMINISTRASI PERSIDANGAN & PELAKSANA PUTUSAN 

I. DALAM PENOMORAN PERKARA 

1. Kondisi 

Dalam penomoran perkara baik perkara gugatan maupun permohonan 

belum ditulis 4 digit. 

Kriteria 

Senagaimana buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi 

engadilan agama (buku II, Hal. 30-31). 

Sebab 

Belum adanya perhatian terhadap ketentuan buku II. 
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Akibat 

Akan menimbulkan perbedaan dengan pengadilan agama lainnya. 

Rekomnedasi 

Petugas yang memberi penomoran perkara harus menulis dengan 4 digit 

nomor. 

2. Kondisi : 

Dalam penomoran perkara baik perkara gugatan maupun permohonan 

belum di tulis 4 digit. 

Kriteria : 

Sebagaimana buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan Agama Tual (buku II Hal. 30-31). 

Sebab : 

Belum adanya perhatian terhadap ketentuan Buku II. 

Akibat : 

Akan menimbulkan perbedaan dengan Pengadilan Agama yang 

lainnya. 

Rekomendasi : 

Petugas yank member penomoran perkara harus menulis dengan 4 digit 

nomor. 

II. DALAM BUKU REGISTER PENERIMA KUASA 

1. Kondisi 

Untuk status penerima kuasa ada yang tidak diisi dalam buku register 

penerima Kuasa 

Kriteria 

Harusnya status penerima kuasa diisi dalam buku register penerima 

kuasa. 

Sebab 

Kurang teliti dalam mengoreksi 

Akibat 

Tidak dapat diketahui mana kuasa Khusus dan mana kuasa Insidentil, 

sehingga bisa jadi penerima kuasa insidentil akan mengajukan kuasa 

insidentil dua kali atau lebih dalam setahun. 

2. Kondisi : 
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Untuk status penerima Kuasa ada yang tidak di isi dalam buku register 

penerima Kuasa. 

Kriteria : 

Harusnya status penerima kuasa di isi dalam buku Register Penerima 

Kuasa. 

Sebab : 

Kurang teliti dan koreksi. 

Akibat : 

Tidak dapat ditemukan nama Kuasa Khusus dan nama Kuasa Insidentil, 

sehingga bias jadi penerima kuasa insidentil akan mengajukan kuasa 

insidentil dua kali atau lebih dalam setahun. 

III. DALAM PROSEDUR PENGAMBILAN AKTA CERAI 

1. Kondisi 

Pemberi dan penerima kuasa untuk pengambilan akta cerai, ada yang 

tidak melampirkan fotocopy KTP, baik pemberi atau penerima kuasa. 

Kriteria 

Pengambilan akta cerai harus melampirkan fotocopy KTP, bagi 

pemberi dan penerima kuasa. 

Sebab 

Kurang ketelitian 

Akibat 

Para pihak tidak dapat menerima akta cerai karena sudah diambil oleh 

oknum lain yang tidak pernah mendapat kuasa dari pihak untuk 

mengambil akta carai 

2. Kondisi : 

Dalam hal Pemberian dan Penerima Kuasa untuk pengambilan Akta 

Cerai, sebahagian tidak melampirkan Foto Kopi KTP baik Pemberi atau 

Penerima Kuasa. 

Kriteria : 

Dalam hal pengambilan Akte Cerai harus melampirkan foto kopy bagi 

penerima dan pemberi Kuasa. 

Sebab : 

Kurang telitian. 

Akibat : 
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Para pihak tidak dapat menerima Akte Cerai karena sudah di ambil oleh 

oknum lain yang tidak pernah mendapatkan kuasa dari para pihak untuk 

mengambil Akte Cerai. 

IV.  AMAR PUTUSAN 

1. Kondisi 

Amar putusan perkara dicabut tidak sesuai ketentuan buku II. 

Kriteria 

Untuk keseragaman harusnya disesuaikan dengan ketentuan buku II hal 

73. 

Sebab 

Kurang memahami ketentuan buku II.  

Akibat 

Supaya tidak terjadi perbedaan dalam perumusan amar. 

Rekomendasi 

Ketua dan para hakim melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi. 

V. MINUTASI PERKARA TIDAK TEPAT WAKTU 

1. Kondisi : 

Masih ada beberapa perkara yang sudah putus namun belum di 

minutasi. 

Kriteria : 

Seharusnya berkas perkara yang sudah putus segera di minutasi dan di 

masukkan ke dalam boks perkara minut. 

Sebab : 

Kurang teliti serta tidak memahami ketentuan buku II. 

Akibat : 

Akan terjadi penumpukan berkas perkara dan memungkinkan hilangnya 

berkas-berkas penting yang ada dalem berkas perkara. 

Rekomendasi : 

Seharusnya ada kontroling terhadap berkas perkara yang sudah putus 

namun belum di minutasi oleh petugas yang bertanggung jawab untuk 

itu agar tidak terjadi penumpukan perkara. 
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E. ADMINISTRASI KEUANGAN 

1. Kondisi : 

Masih ada kwitansi pembelian diatas Rp. 250.000,- dan dibawah Rp. 

1.000.000,- yang tidak memakai meterai. 

Kriteria : 

Seharusnya kwitansi pembelian diatas, Rp. 250.000,- ditempel meterai 3000 

dan diatas Rp. 1.000.000,- ditempel meterai 6000. 

Sebab : 

Biaya meterai tidak terdapat dalam DIPA, sedangkan pihak penjual tidak 

bersedia menyediakan meterai tersebut. 

Akibat : 

Masih ada kwitansi pembelian yang belum menggunakan meterai. 

Rekomendasi : 

Segera dicari solusinya agar pembelian diatas Rp. 250.000,- dan dibawah 

Rp. 1.000.000,- memakai meterai 3000. 

2. Kondisi : 

Terdapat realisasi penambah daya tahan tubuh. 

Kriteria : 

PMK Nomor 53/PMK.02/2014, tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

2015. 

Sebab :  

Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Keuangan dipa tidak memahami 

Kriteria pengeluaran biaya penambah daya tahan tubuh. 

Akibat : terdapat duplikasi penabah daya tahan tubuh dengan uang makan. 

Rekomendasi : 

Agar bendahara pengeluaran dan pengelola keuangan merevisi biaya 

penambah daya tahan tubuh ke biaya operasional lainnya yang 

kemungkinan kekurangan anggaran. 

3. Kondisi : 

Terdapat kesalahan klasifikasi belanja barang digunakan untuk belanja 

modal. 

Kriteria : 
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Buletin Teknis 04 Komite Standar Akuntansi Pemerintah tanggal 29 

Desember 2006, tentang penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, 

Bab V. 

Sebab : 

Bendahara Pengeluaran dan Pengelola keuangan DIPA tidak memahami 

kriteria belanja barang. 

Akibat : 

Fungsi RKAKL sebagai alat pengendali belanja menjadi kurang optimal, 

Rekomendasi : 

Agar bendahara pengeluaran dan pengelola keuangan mengelola anggaran 

APBN sesuai dengan peruntukkannya, 

4. Kondisi :  

Terdapatrealisasi belanja tidak seuai dengan kwitansi/dokumen sumber dan 

tidak terdapat kwitansi/dokumen sumber. 

Kriteria : 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pebendaharaan. 

Sebab : 

Akibat : 

Kelebihan pembayaran APBN. 

Rekomendasi : 

Agar bendahara penngeluaran saat mengeluarkan uang negara sesuai dengan 

kwitansi/dokumen sumber. 

5. Kondisi : 

Terdapat realisasi belanja pemeliharaan kendaraan yang diragukan 

kewajarannya. 

Kriteria : 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pebendaharaan. 

Sebab : 

Bendahara Pengeluaran tidak melakukan verifikasi dokumen sumber. 

Akibat : 

Kewajaran atas pembayaran pemeliharaan kendaraan menjadi tidak dapat 

diyakini. 
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Rekomendasi : 

Agar Bendahara Pengeluaran sebelum mengeluarkan uang dari APBN 

melakukan verifikasi kewajaran nilai dan dokumennya. 

6. Kondisi : 

Terdapat realisasi konsumsi jamuan tanpa disertai dengan dokumen 

sumbernya, seperti undangan rapat dan absensi rapat. 

Kriteria : 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pebendaharaan. 

Sebab : 

Bendahara pengeluaran tidak melakukan verifikasi dokumen sumber. 

Akibat : 

Kewajaran atas pembiayaan konsumsi jamuan menjadi tidak dapat diyakini. 

Rekomendasi : 

Agar Bendahara Pengeluaran sebelum mengeluarkan uang dari APBN 

melakukan verifikasi kewajaran nilai dan dokumennya. 

7. Kondisi : 

Terdapat SPPD atas nama ADAM MALIK B, bulan September 2015, 

belum ditanda tangani oleh wakil sekretaris. 

Kriteria :  

Seharusnya sudah ditanda tangani sebelum diarsipkan. 

Sebab : 

Terdapat berkas yang tidak lengkap dalam arsip. 

Akibat : 

Kurangnya ketelitian pegawai sebelum pengarsipan. 

Rekomendasi :  

Segera ditandatangani sebelum diarsipkan. 

8. Kondisi : 

Dalam surat bukti pembelian bensin untuk kendaraan dinas roda dua dan 

roda empat, tidak mencantumkan nomor polisi kendaaraan dan tanggal 

pembelian yang tercantum dalam nota pembelian. 

Kriteria :  

Seharusnya pencatatan pembayaran bensin untuk kendaraan bermotor, 

dicantumkan tanggal pembelian dan nomor polisi kendaraannya. 

Sebab : 
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Kelalaian dalam penulisan. 

Akibat : 

Akan sulit  mencocokkan dengan bukti pembelian dari pihak penjual. 

Rekomendasi :  

Membuat ulang laporannya dengan memuat tanggal transaksi dan nomor 

polisi kendaraan. 

9. Kondisi : 

Dalam Surat Permintaan Pembayaran bulan Juli pada nomor urut 9, tanggal 

14-7-2015, pada Toko Rahmat Computer, tidak mencantumkan jenis barang 

yang dibeli. 

Kriteria :  

Seharusnya mencantumkan jenis barang yang dibeli. 

Sebab : 

Kelalaian dalam penulisan. 

Akibat : 

Akan sulit  mencocokkan dengan bukti pembelian dari pihak penjual. 

Rekomendasi :  

Mencatat semua semua jenis barang yang telah dibeli. 

10. Kondisi : 

Dalam surat Permintaan Pembayaran bulan  Juli tidak mencantumkan 

tanggal transaksi pada semua transaksi. 

Kriteria :  

Seharusnya dicantumkan tanggal pembelian setiap transaksi. 

Sebab : 

Kelalaian dalam penulisan. 

Akibat : 

Akan sulit  mencocokkan dengan bukti pembelian dari pihak penjual. 

Rekomendasi :  

Mencatat semua tanggal transaksi pembelian. 

11. Kondisi : 

Dalam surat bukti nota-nota pembayaran makanan untuk jamuan tamu pada 

bulan September 2015, tidak terdapat tandatangan dan cap dari pemilik 

rumah makan atau restoran. 

Kriteria :  
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Seharusnya ada cap dan tandatanggan dari pemilik restoran atau rumah 

makan. 

Sebab : 

Lupa  meminta cap dan tandatangan dari pemilik rumah makan atau 

restoran. 

Akibat : 

Akan menyebabkan tidak sahnya nota pembayaran tersebut. 

Rekomendasi :  

Setiap nota pembelian atau pembayaran harus mencantumkan tandatangan 

dan cap. 

12. Kondisi : 

Surat bukti nota tanggal 2 September 2015, tidak terdapat tandatangan dan 

cap dari rekanan 

Kriteria :  

Seharusnya ada cap dan tandatanggan dari rekanan. 

Sebab : 

Lupa  meminta cap dan tandatangan dari pemilik rumah makan atau 

restoran. 

Akibat : 

Akan menyebabkan tidak sahnya nota pembayaran tersebut. 

Rekomendasi :  

Setiap nota pembelian atau pembayaran harus mencantumkan tandatangan 

dan cap dari rekanan. 

F. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 

1. Kondisi 

Absensi Pengadilan Agama Tual hanya menggunakan absen manual 

Kriteria : 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : KMA/071/SK/V/2008, 

tanggal 14 mei 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam 

pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai pada 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, pasal 5 

angka 3 huruf b angka 1 

Sebab : 

Absen finger scan rusak sejak desember 2013. 
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Akibat : 

Sulit untuk mengetahui keakuratan hakim dan pegawai yang terlambat/tidak 

tepat waktu. 

Rekomendasi : 

Segera disediakan absen finger scan selain absen manual. 

2. Kondisi 

Jabatan wakil ketua Pengadilan Agama Tual masih kosong, karena sejak 

tanggal 30 september 2014 berdasarkan SK Dirjen BADILAG, nomor 

2730/Kp.04.6/IX/2014, telah dipromosikan ke Pengadilan Agama Ambon 

Kelas 1A 

Kriteria : 

Kekosongan jabatan tersebut harus diisi 

Sebab : 

Sebab pimpinan Mahkamah Agung belum menunjuk Wakil Ketua 

Pengadilan Agama Tual. 

Akibat : 

Beban Kerja Ketua Pengadilan Agama Tual semakin berat karena secara 

langsung merangkap pelaksanaan tugas wakil ketua 

Rekomendasi : 

Agar pimpinan Pengadilan Agama Tual membuat Permohonan/pengusulan 

jabatan wakil ketua tersebut segera diisi. 

3. Kondisi 

Pejabat/pegawai yang bernama Wawan Jamal, S.HI., belum memiliki karis 

dan KP4 

Kriteria : 

Setiap Pejabat/pegawai harus mempunyai Karis/Karsu apabila telah 

melangsungkan pernikahan 

Sebab : 

Belum diusulkan 

Akibat : 

Kelengkapan data sikep tidak maksimal dan pengusulan kenaikan pangkat 

tidak akan dapat dipertimbangkan 

Rekomendasi : 
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Agar KAUR kepegawaian segera menindaklanjuti Karis dan KP4 

pejabat/pegawai yang bersangkutan. 

4. Kondisi : 

Absensi Pengadilan Agama Tual hanya menggunakan absensi manual. 

Kriteria : 

Keputusan Ketua Mahkamah Agun RI, Nomor: KMA/071/SK/V/2008, 

tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai 

pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, 

Pasal 5 angka 3 huruf b angka 1. 

Sebab : 

Absen Fnger Scan rusak sejak Desember 2013. 

Akibat : 

Sulit untuk  mengetahui keakuratan hakim dan pegawai yang 

terlambat/tidak tepat waktu. 

Rekomendasi : 

Untuk segera disediakan absen Finger Scan selain absen manual. Warisan 

temuan dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun terakhir yang belum pernah untuk 

direalisasikan. 

5. Kondisi : 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual masih kosong, karena sejak tanggal 30 

September 2014 berdasarkan SK Dirjen Badilag, Nomor 

2730/DJA/KP.04.6/IX/2014, telah dipromosi ke Pengadilan Agama Ambon 

sebagai hakim Kelas 1A. 

Kriteria : 

Kekosongan jabatan tersebut harus diisi. 

Sebab : 

Pimpinan Mahkamah Agung belum menjunjuk Wakil Ketua Pengadilan 

Agama Tual. 

Akibat : 

Beban kerja Ketua Pengadilan Agama Tual semakin berat karena secara 

langsung merangkap tugas Wakil Ketua. 

Rekomendasi : 
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Agar mpinan Pengadilan Agama Tual mengusulkan/permohonan agar 

jabatan wakil ketua tersebut segera terisi. 

 

G. ADMINISTRASI UMUM 

I. PERPUSTAKAAN 

1. Kondisi  

Belum ada tata tertib perpustakaan 

Kriteria  

Sesuai petunjuk laporan pengawasan/Buku IV 

Sebab 

Pengelola perpustakaan kurang perhatian  

Akibat 

tidak ada aturan yang jelas sehingga suatu saat terjadi masalah dalam 

peminjaman buku atau dan lain-lainnya tidak ada aturan yang mengikat 

bagi peminjam buku 

Rekomendasi 

Agar pengelola Perpustakaan segera membuat tata tertib perpustakaan  

2. Kondisi 

Belum dibuatkan kartu anggota perpustakaan 

Kriteria  

Memudahkan admistrasi bagi peminjam buku perpustakaan 

Sebab 

Pengelola perpustakaan kurang memahami dalam pembuatan kartu 

anggota perpustakaan 

Akibat 

Peminjam buku tidak terkontrol dengan baik 

Rekomendasi 

Agar pengelola Perpustakaan segera membuatkan kartu anggota  

perpustakaan. 

3. Kondisi : 

Ada peminjam buku tidak tercatat dalam buku register peminjaman 

Kriteria : 

Sesuai petunjuk laporan pengawasan/Buku IV 

Sebab : 
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Kelalaian petugas 

Akibat : 

Petugas perpustakaan tidak mengetahui batas waktu peminjaman buku 

yang dipinjam  karena tidak tercatat dalam buku register 

Rekomendasi : 

Agar pengelola perpustakaan segera mencatat buku yang dipinjam 

dalam buku register peminjaman dan dikordinasikan kepada peminjam 

buku yang bersangkutan  

4. Kondisi : 

Belum dibuatkan kartu anggota perpustakaan 

Kriteria : 

Memudahkan admistrasi bagi peminjam buku perpustakaan 

Sebab : 

Pengelola perpustakaan kurang memahami dalam pembuatan kartu 

anggota perpustakaan 

Akibat : 

Peminjam buku tidak terkontrol dengan baik 

Rekomendasi : 

Agar pengelola Perpustakaan segera membuatkan kartu anggota  

perpustakaan 

II. LAPORAN SIMAK-BMN 

1. Kondisi  

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang 

Kriteria  

Keputusan Menteri Keuangan No 403/KMK.06/2013 

Sebab 

Kelalaian petugas pembuat laporan Barang  

Akibat 

Laporan barang tidak terinput dalam apalikasi SIMAK, dan nantinya 

mendapat teguran dari BUA atau Pengadilan Tinggi Agama Ambon 

Rekomendasi 

Agar petugas pembuat laporan Barang Kuasa Pengguna Barang segera 

dibuatkan dan diinput dalam aplikasi SIMAK. 

2. Kondisi : 
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Laporan Persediaan Barang perbulan belum diinput dalam aplikasi 

Kriteria : 

Keputusan Menteri Keuangan No 403/KMK.06/2013 

Sebab : 

Kelalaian petugas pembuat laporan  

Akibat : 

Laporan persediaan barang tidak terinput dalam apalikasi SIMAK 

sehingga tidak terbaca secara online dan nantinya mendapat teguran 

dari BUA atau Pengadilan Tinggi Agama Ambon 

Rekomendasi : 

Agar petugas pembuat laporan persediaan  Barang segera dibuatkan dan 

diinput dalam aplikasi SIMAK. 

3. Kondisi : 

Laporan SIMAK BMN perbulan belum diinput 

Kriteria : 

Keputusan Menteri Keuangan No 403/KMK.06/2013 

Sebab : 

Kelalaian petugas pembuat laporan Barang  

Akibat : 

Laporan SIMAK BMN tidak bisa terbaca secara online dan nantinya 

mendapat teguran dari BUA atau Pengadilan Tinggi Agama Ambon 

Rekomendasi : 

Agar petugas pembuat laporan SIMAK BMN segera dibuatkan dan 

diinput dalam aplikasi SIMAK BMN 

III. INVETARIS BMN 

1. Kondisi  

Ruangan Hakim belum dibuatkan DBR (Daftar Barang Ruangan) 

Kriteria  

Barang invetaris BMN tidak terinvetaris dengan baik sebagaimana 

ketentuan yang berlaku 

Sebab 

Adanya kelalaian petugas pembuat DBR 

Akibat 
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Barang yang ada dalam ruangan hakim tidak terakomodir dan tidak 

jelas status kedudukan barangnya, mana milik pribadi dan mana yang 

termasuk BMN 

Rekomendasi 

Segera dibuatkan DBR supaya barang yang ada dalam ruangan hakim 

terinvetaris  

2. Kondisi  

Semua bangunan  milik Pengadilan Agama Tual belum memiliki IMB 

(Izin Mendirikan Bangunan) 

Kriteria  

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Sebab 

Kuasa Pengguna Barang terkendala mengurus IMB karena semua 

dokumen kantor hilang 

Akibat 

Pendirian gedung kantor dan rumah dinas belum ada izinnnya 

Rekomendasi 

Agar Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Tual mengurus IMB 

atas seluruh gedung kantor dan rumah dinas milik PA tual  

3. Kondisi  

Pengadaan kebutuhan perkantoran tidak terencana dengan baik, 

sehingga pengadaan dilakukan disaat mendadak, atau seperlunya  

Kriteria  

Penyerapan anggaran 

Sebab 

Anggaran hampir nihil, sehingga Kuasa Pengguna Barang sulit untuk 

membuat perencanaan pengadaan kebutuhan perkantoran 

Akibat 

Perencanaan pengadaannya atau pelaksanannya tidak rutin perbulan 

atau pertiwulan sehingga kebutuhan dalam pelaksaan tugas tidak 

terpenuhi dengan baik 

Rekomendasi 
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Agar Kuasa Pengguna Barang membuat perencanaan pengadaan 

kebutuhan perkantoran secara rutin perbulan atau pertriwulan dengan 

menysuaiakan anggaran yang ada. 

4. Kondisi : 

Ruangan Hakim belum dibuatkan DBR (Daftar Barang Ruangan) 

Kriteria : 

Barang invetaris BMN tidak terinvetaris dengan baik sebagaimana 

ketentuan yang berlaku 

Sebab : 

Adanya kelalaian petugas pembuat DBR 

Akibat : 

Barang yang ada dalam ruangan hakim tidak terakomodir dan tidak jelas 

status kedudukan barangnya, mana milik pribadi dan mana yang 

termasuk BMN 

Rekomendasi : 

Segera dibuatkan DBR supaya barang yang ada dalam ruangan hakim 

terinvetaris  

5. Kondisi : 

Semua bangunan  milik Pengadilan Agama Tual belum memiliki IMB 

(Izin Mendirikan Bangunan) 

Kriteria : 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Sebab : 

Kuasa Pengguna Barang terkendala mengurus IMB karena semua 

dokumen kantor hilang 

Akibat : 

Pendirian gedung kantor dan rumah dinas belum ada izinnnya 

Rekomendasi : 

Agar Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Tual mengurus IMB 

atas seluruh gedung kantor dan rumah dinas milik PA tual  

6. Kondisi : 

Pengadaan kebutuhan perkantoran tidak terencana dengan baik, 

sehingga pengadaan dilakukan disaat mendadak, atau seperlunya  
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Kriteria : 

Penyerapan anggaran 

Sebab : 

Anggaran hampir nihil, sehingga Kuasa Pengguna Barang sulit untuk 

membuat perencanaan pengadaan kebutuhan perkantoran 

Akibat : 

Perencanaan pengadaannya atau pelaksanannya tidak rutin perbulan 

atau pertiwulan sehingga kebutuhan dalam pelaksaan tugas tidak 

terpenuhi dengan baik 

Rekomendasi : 

Agar Kuasa Pengguna Barang membuat perencanaan pengadaan 

kebutuhan perkantoran secara rutin perbulan atau pertriwulan dengan 

menysuaiakan anggaran yang ada. 
 
 
B. Evaluasi 

Tim Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Pengadilan Agama Tual telah 

melakukan 4 (empat) kali kegiatan pengawasan, yaitu periode Triwulan I (Januari-

Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan periode Triwulan 

IV (Oktober-Desember). Dari hasil temuan pengawasan dan pembinaan tersebut, telah 

ditindaklanjuti dan telah diproses sesuai dengan prosedur yang diharapkan demi 

penyempurnaan dan tertibnya administrasi. 

Sedangkan hal-hal yang masih terkait dengan anggaran dan penyesuaian 

dengan kondisi Pengadilan Agama Tual, maka akan ditindaklanjuti dan akan 

direalisasikan khususnya pada tahun anggaran 2015 karena terkait dengan belanja 

modaldan umumnya sebagai program jangka panjang dalam rencana strategis 5 (lima) 

tahun Pengadilan Agama Tual. 

Selain melakukan pengecekan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan atau 

program yang dilaksanakan, Tim HAWASBID juga melakukan evaluasi terkait 

dengan implementasi program setiap melakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan 

dilakukan secara berkelanjutan sehingga dalam setiap pengawasan telah dilakukan 

evaluasi pekerjaan atau program yang menjadi temuan pada pengawasan periode 

sebelumnya. Sehingga pada setiap periode telah dilakukan perbaikan-perbaikan dari 

hasil temuan pada pengawasan bidang sebelumnya. 
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Dengan demikian, kegiatan evaluasi pelaksanaan program kerja atau kinerja 

telah dilakukan kegiatan evaluasi yang bersifat langsung bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas.       
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

1.   Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tual tahun 2015 merupakan realisasi dan 

tindak lanjut dari renstra dan program kerja yang telah dicanangkan pada akhir 

tahun 2014; 

2.   Laporan Tahun 2015 merupakan laporan dari hasil pelaksanaan program kerja 

tahun 2014 yang dilaksanakan secara sistematis, terukur dan akuntabel; 

3.   Program-program terkait dengan teknis administrasi yang belum dicapai dan 

dilaksanakan pada tahun 2015, akan segera ditindaklanjuti pada tahun 2016 yang 

disesuaikan dengan alokasi anggaran; 

4. Pelaporan program-program tahun 2015 dilakukan sesuai dengan yang telah 

dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan berdasarkan data realisasi yang ada. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil laporan dan kesimpulan dalam Laporan Tahunan ini, maka 

direkomendasikan beberapa hal antara lain :  

1.   Laporan tahunan Pengadilan Agama Tual tahun 2015, dapat dijadikan standar 

acuan dalam penyusunan laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Ambon 

sekaligus sebagai acuan penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 

tahun 2015;   

2.   Sarana dan infrastruktur penunjang Pengadilan Agama Tual yang belum lengkap 

dan memenuhi standar, kiranya melalui laporan tahun 2015 ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dan Mahkamah Agung 

RI, untuk mengambil kebijakan yang komprehensif dalam melengkapi sarana dan 

prasarana yang sebanding dengan kondisi gedung yang sudah sangat baik, demi 

membangun badan peradilan sebagai sebuah institusi peradilan yang mandiri dan 

representatif di masa mendatang;   

3.   Pengadilan Tinggi Agama Ambon kiranya bisa mengintensifkan kegiatan-

kegiatan pelatihan khususnya di bidang kesekretariatan Pengadilan Agama Tual 

guna meningkatkan efektivitas kinerja pelaksanaan TUPOKSI.    


